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TANTI PURWANTI (E111 12 258), with the skripsi title Heterogentitas 
Etnik dalam Pilkada Luwu Timur tahun 2015. Supervised by Drs. H. A. 
Jacob, M.Si as supervisor I and A. Naharuddin, S.IP, M.Si as 
supervisor II. 
Life of a multiethnic society always has a "voltage" politics is higher 
than in the relatively homogeneous. The political context in which the 
multiethnic region, especially on the elections, the identification of ethnic 
identity into a necessity.As a democratic country, Indonesia in choosing a 
leader to lead a region to conduct the General Election (Election). Ethnic 
identity is socially constructed can be used to see the limits of the specific 
ethnic groups. This makes the formulation of the researchers raised the 
issue of how the relationship of ethnic identity with the political choices of 
voters in the election in East Luwu at 2015. The author aims to analyze 
the popularity of situational perspective on the relationship of ethnic 
identity with the political choice in local elections in 2015 East Luwu. 
This research was conducted in Tomoni district, East Luwu 
regency, South Sulawesi. The method used is a qualitative research 
method with descriptive type analysis. Techniques used in the data 
collection through in-depth interviews to several informants as well as from 
other sources associated with this research. Then the data obtained will be 
reduced by the purposes and concluded to be served. 
These results indicate that the votes of each candidate are different 
in the implementation of the elections. The Election Day in 2015, East 
Luwu ethnicity is not too plays an important role for voter is relatively small 
ethnic sentiment. Voters can accept the presence of Regional Heads of 
different ethnic outside himself. Society makes choices over to a figure 
who has the capacity and capability. The role of ethnicity is just one factor 
alone of the factors that determine the victory of a candidate in East Luwu. 
Another factor that is not the purpose of research (such as programs, the 
competence of candidates, personality, etc.) could have an impact far 






TANTI PURWANTI (E111 12 258), dengan judul skripsi heterogenitas 
etnik dalam pilkada Luwu Timur 2015. Di bawah bimbingan Drs. H. A. 
Yakub, M.Si sebagai pembimbing I dan A. Naharuddin, S.IP, M.Si 
sebagai pembimbing II.  
Kehidupan masyarakat yang multietnik senantiasa memiliki 
“tegangan” politik yang lebih tinggi dibandingkan pada daerah yang relatif 
homogen. Konteks politik di wilayah yang multietnik terutama pada 
pilkada, identifikasi identitas etnik menjadi kemestian. Sebagai negara 
demokrasi, Indonesia dalam memilih seorang pemimpin untuk memimpin 
suatu wilayah dengan melakukan Pemilihan Umum (Pemilu). Identitas 
etnik dapat dikontruksi secara sosial yang digunakan untuk melihat batas-
batas spesifik dalam kelompok-kelompok etnik. Hal ini menjadikan peneliti 
mengangkat rumusan masalah bagaimana hubungan identitas etnik 
dengan pilihan politik pemilih dalam pilkada Luwu Timur 2015. Penulis 
bertujuan untuk menganalisis berdasarkan perspektif situasional 
mengenai hubungan identitas etnik dengan pilihan politik dalam pemilihan 
kepala daerah Luwu Timur 2015. 
Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten Luwu Timur kecamatan 
Tomoni, Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah metode 
penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisi. Teknik yang 
digunakan dalam pengumpulan data yakni melalui proses wawancara 
mendalam kepada beberapa informan serta dari sumber-sumber lain yang  
berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh akan 
direduksi berdasarkan keperluan serta disimpulkan untuk disajikan.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perolehan suara dari setiap 
kandidat itu berbeda-beda dalam pelaksanaan Pilkada. Pelaksanaan 
Pilkada Luwu Timur tahun 2015 etnisitas tidak terlalu memainkan peranan 
penting karena sentimen etnis pemilih relatif kecil. Pemilih bisa menerima 
kehadiran Kepala Daerah yang berbeda dengan etnis di luar dirinya. 
Masyarakat menentukan pilihannya lebih kepada sosok figur yang 
memiliki kapasitas dan kapabiltas. Peranan etnis hanyalah salah satu 
faktor saja dari sekian faktor yang menentukan kemenagan kandidat di 
Luwu Timur. Faktor lain yang tidak menjadi tujuan penelitian (seperti 
program, kompetensi kandidat, kepribadian, dsb) bisa saja memberikan 
dampak yang jauh lebih besar dibandingkan sekedar persamaan etnis 
dengan mayoritas pemilih. 
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1.1. Latar Belakang Masalah 
Indonesia dikenal sebagai bangsa yang multietnik yang  terdiri dari 
sekitar 3.000 suku bangsa, dimana setiap suku bangsa mengaku dan 
diakui mempunyai daerah teritorial sendiri 1 . Indonesia sebagai negara 
demokrasi memiliki sistem demokrasi yang berkaitan dengan 
pembentukan sistem politik yang mencerminkan prinsip keterwakilan, 
partisipasi, dan kontrol. Demokrasi memberikan kebebasan bagi 
kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi seperti organisasi politik, 
ekonomi, sosial, dan etnik berhak dan bebas untuk mengutarakan 
pendapatnya bahkan masyarakat yang tidak tergabung dalam kelompok 
atau organisasi juga berhak dan bebas untuk mengutarakan pendapatnya. 
Multietnik adalah campuran dari beberapa etnik yang membentuk 
sebuh kelompok yang mendiami sebuah daerah. Munculnya politik etnis 
diawali tumbuhnya kesadaran orang yang mengidentikkan diri  ke dalam 
salah satu kelompok etnis tertentu, yang kesadaran itu memunculkan 
solidaritas kelompok. Dari teoritisi poststrukturalis kemudian post-
modernitas yang mengkritik modernitas khususnya terhadap wacana etnis 
dalam konteks politik (ethnic politic). 
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(Bruner, 1972; Koentjaraningrat, 1975, dalam Warnaen, 2002) dikutip oleh Alo Liliweri.Makna 
Budaya dalam komunikasi antar budaya.LKiS hal. 172 
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Politik Etnis adalah tindakan politik yang diarahkan dengan 
menggunakan etnis sebagai kekuatan politik.2 Etnis dapat menjadi sebuah 
dukungan moral dalam penentuan pilihan politik. Kegiatan politik tidak 
dapat disangkal disamping segi-segi yang formal juga mencakup segi-segi 
yang kultur suatu masyarakat yang melekat pada perilaku suatu suku 
bangsa, hal ini disebabkan karena publik mencerminkan tabiat perilaku 
kelompok masyarakat. Tidak heran jika dalam realitas sehari-hari sering 
kali berhadapan dengan banyak kegiatan yang berhubungan dengan 
masalah keberadaan suatu kelompok etnis. 
Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dalam pilkada 
terutama dalam perilaku pemilih, salah satunya faktor etnis. faktor etnis 
menjadi faktor yang sangat sensitif dan kuat dalam struktur sosial 
masyarakat Indonesia. Terdapat berbagai macam temuan dan pendapat 
terkait posisi etnis dalam Pilkada, ada yang menyatakan bahwa faktor 
etnis sangat kuat mempengaruhi perilaku pemilih dalam proses 
Pemilukada, pemilih cenderung memilih calon dengan mendasarkan pada 
kesamaan etnis, dalam artian kesamaan ras dan etnis pemilih dengan 
partai atau pejabat publik cenderung mempengaruhi perilaku pemilih 
seseorang. Tetapi ada juga yang menyatakan, faktor etnis tidak terlalu 
mempengaruhi perilaku pemilih dalam proses Pilkada. 
Kehidupan masyarakat yang multietnik, dinamika politik senantiasa 
memiliki ―tegangan‖ yang lebih tinggi dibandingkan pada daerah yang 





relatif homogen (LSI, 2008). Hal tersebut dapat dilihat pada kontestasi 
politik di tingkat lokal pada beberapa pilkada provinsi, kabupaten dan kota 
yang selalu menyita perhatian pemerintah, pengamat politik maupun 
pimpinan partai politik karena persaingan yang melibatkan simbol-simbol 
etnisitas baik agama, suku, daerah asal, putra daerah atau pendatang. 
Simbol-simbol tersebut kerap dijadikan isu politik dalam sosialisasi dan 
komunikasi politik para calon yang bersaing, baik dalam jabatan politik 
seperti eksekutif (gubernur, bupati, walikota) dan legislatif (DPR 
Kabupaten, Kota dan Provinsi).3 
Etnisitas merupakan kelompok manusia yang mempunyai 
kesamaan dalam hal kebudayaan dan biologis serta bertindak sesuai 
dengan pola pemikiran yang sama. Terdapat kelompok mayoritas ketika 
suatu etnik tertentu menempati wilayah yang menjadi asal dari etnik itu 
dan dapat dikatakan minoritas ketika kelompok tersebut menempati 
daerah perantau atau daerah pendatang yang telah bercampur dengan 
etnik lain yang telah menetap lama. 
Menurut Narrol kelompok etnik dikenal sebagai populasi yang 
mampu berkembang biak dan bertahan, mempunyai nilai-nilai budaya 
yang sama dan sadar akan rasa kebersamaan dalam suatu bentuk 
budaya, membentuk jaringan komunikasi dan interaksi sendiri, dan 
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menentukan ciri kelompoknya sendiri yang diterima oleh kelompok lain 
dan dapat dibedakan dari kelompok populasi lain.4 
Manusia melakukan interaksi dengan manusia lainnya sehingga 
terbentuk komunitas yang unik yang dinamakan masyarakat. Kemudian 
sekumpulan masyarakat membentuk pola-pola hubungan antar 
masyarakat hingga terbentuk komunitas yang besar dinamakan bangsa 
atau Negara. Itulah sebabnya manusia dalam kedudukannya sebagai 
makhluk sosial senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam 
upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan hidup manusia tidak 
cukup yang bersifat dasar saja, tapi mencakup kebutuhan akan 
pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain seperti status 
dalam masyarakat, menjadi anggota suatu partai politik tertentu dan 
sebagainya yang dapat meningkatkan martabat seseorang dalam suatu 
kelompok. 
Kajian tentang etnik sebagai sekelompok manusia yang 
mempunyai kebudayaan sama, berkembang dari ranah biologis menuju 
ranah kebudayaan dan akhirnya bermuara pada ranah politik. Di dalam 
bangsa atau wilayah yang multi-etnik akan terjadi pola hubungan  etnik 
ketika saling kontak atau berinteraksi. Etnisitas merupakan fenomena 
tersendiri yang muncul dalam interaksi sosial.Etnisitas juga beraneka 
ragam, tergantung pada jenis hubungan yang saling mempengaruhi 
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antara individu dan kelompok dengan lingkungan sosial maupun alam 
mereka.5 
Luwu Timur dihuni oleh penduduk dari berbagai etnik dengan 
jumlah penduduk berdasarkan data desa tahun 2013 mencapai 275.532 
jiwa yang tersebar di 11 kecamatan6. Kabupaten Luwu Timur dihuni oleh 
penduduk dari berbagai etnik. Diantaranya etnik Jawa, Bugis, Toraja, Bali, 
Pamona, Padoe, Sunda, Sasak, Madura, Dayak, Tionghoa, dan etnik 
Batak. Sejauh ini jumlah penduduk yang terbesar berasal dari etnikJawa 
dan Bugis masing – masing sebanyak 41 persen dan 34 persen, 
menyusul etnik Toraja sebanyak 9 persen, etnik Bali sebanyak 5 persen, 
etnik Pamona 3 persen, etnik Padoe 3 persen, kemudian sisanya 3 persen 
terbagi untuk etnik Sunda, Sasak dan Madura, dan selanjutnya etnik – 
etnik lain dalam jumlah yang relatif kecil seperti etnik Dayak, etnik 
Tionghoa dan etnik Batak sebanyak 2 persen. 
Kabupaten Luwu Timur merupakan salah satu daerah penempatan 
Transmigrasi di Provinsi Sulawesi Selatan. Ada empat UPT di Kabupaten 
Luwu Timur diantaranya adalah UPT Malili SP I (425 KK) dan SP II (400 
KK) dan UPT Mahalona SP (330 KK) dan SP II (100 KK).Para 
Transmigran yang ada di ke empat UPT tersebut berasal dari beberapa 
daerah antara lain Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, NTB, Bali, 
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Ambon, Poso, maupun Timor Timur.7 Masyarakat transmigran tersebar di 
berbagai Kecamatan dan desa-desa yang terdapat di Luwu Timur. 
Salah satu kecamatan yang merupakan daerah transmigran adalah 
Kecamatan Tomoni dengan luas wilayah 230,09 km2, kecamatan yang 
terletak di sebelah barat ibukota Kabupaten Luwu Timur . Kecamatan 
Tomoni terdiri dari 12 desa/kelurahan berstatus desa definitif.8 Kepadatan 
penduduk di kecamatan Tomoni tergolong tinggi yaitu sekitar 102 orang 
per kilometer persegi, jauh berada di atas rata-rata kabupaten Luwu Timur 
yang berkisar 39 orang per kilometer persegi.Jumlah penduduk di 
Kecamatan Tomoni sebanyak 23.453 orang yang terbagi ke dalam 5.253 
rumah tangga.9 
Kabupaten Luwu Timur mengadakan Pilkada untuk pertama kalinya 
pada tahun 2005 setelah pemekaran. Pada tahun 2015 Luwu Timur 
mengadakan pilkada untuk ketiga kalinya yang diikuti oleh tiga pasangan 
calon bupati dan wakil bupati. Nomor urut satu Drs.H.M.Nur Husain – Ersa 
Lambang dengan perolehan suara 33,49 persen, nomor urut dua Dr.H. 
Baharuddin A.P, ST.,MM,M.AP – Andi Baso Makmur, SE dengan 
perolehan suara 4,77 persen, dan pasangan incumbent Ir.H. Muh. Thoriq 
Husler – Irwan Bahri Syam, ST dengan perolehan suara 61,74 %. Dengan 
hasil perolehan suara tersebut maka pasangan Ir.H. Muh. Thoriq Husler – 
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Irwan Bahri Syam, ST yang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati 
Luwu Timur Periode 2015-2019. 
Pilkada pada tahun 2015 yang dimenangkan oleh pasangan 
incumbent nomor urut tiga Ir.H. Muh. Thoriq Husler – Irwan Bahri Syam, 
ST yang berasal dari etnis campuran bugis dan toraja mengalahkan 
pasangan nomor urut satu dan dua yang campuran antara bugis dan 
toraja. Dimana pasangan nomor satu yakni Drs.H.M.Nur Husain – Ersa 
Lambang yang berasal dari campuran etnis bugis dan toraja dan 
pasangan nomor dua Dr.H. Baharuddin A.P, ST.,MM,M.AP – Andi Baso 
Makmur, SE yang keduanya berasal dari etnis bugis. 
Kandidat nomor urut satu yang memiliki suara terbesar kedua yakni 
Drs.H.M.Nur Husain – Ersa Lambang merupakan pasangan campuran 
antara etnis bugis dan toraja. Pasangan tersebut dapat mengalahkan 
pasangan nomor urut dua yang keduanya berasal dari etnis bugis, dalam 
hal ini apakah pengaruh dari etnik toraja atau karena ada hal-hal yang 
dapat mempengaruhi suara kandidat dalam Pilkada selain dari alasan 
suatu identitas etnik yang sama. 
Kandidat nomor urut dua yang memiliki suara yang paling rendah 
dibandingkan dengan kandidat lainnya itu keduanya berasal dari etnik 
bugis . Karena salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati ini tidak 
menetap di luwu timur tetapi menetap di Jakarta sehingga dalam hal ini 
sulit untuk mendapatkan suara. 
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Kandidaat nomor urut tiga merupakan pasangan incumbent Ir.H. 
Muh. Thoriq Husler – Irwan Bahri Syam, ST yang terpilih sebagai bupati 
dan wakil bupati. Dimana posisi sebagai bupati ditempati oleh kandidat 
yang berasal dari campuran etnik bugis dan toraja dan posisi sebagai 
wakil bupati ditempati oleh kandidat yang berasal dari etnik bugis. Thoriq 
Husler merupakan kandidat yang telah menjabat sebagai wakil bupati 
pada periode sebelumnya. Dilihat dari Irwan Bahri yang berasal dari etnis 
jawa, hal tersebut bisa saja menjadi kekuatan dan alasan bagi masyarakat 
transmigran etnik jawa untuk memilih serta merekrut suara masyarakat.  
Salah satu alasan yang sering muncul dalam proses pemilihan 
kepala daerah adalah menguatnya sentimen etnik (primordialisme) yang 
lebih terkait pada persamaan etnis, aliran, ikatan darah dan agama yang 
ternyata juga dapat mempengaruhi pilihan politik masyarakat untuk 
menentukan pemimpin di Daerahnya, baik bupati maupun gubernur. 
Beberapa variabel seperti latar belakang etnis, status sosial ekonomi, 
golongan dan agama dapat menciptakan suatu polarisasi pilihan politik 
rakyat menjadi apakan sifatnya rasional ataukan emosional. 
Heterogenitas etnik di Kabupaten Luwu Timur menarik untuk 
dibahas karena hubungan antar etnis itu begitu terpolariasi atau mencair, 
jadi setiap ada proses yang berkaitan dengan proses politik, persoalan 
etnisitas selalu dijadikan isu strategis untuk mempengaruhi pilihan politik 
dalam pertarungan  pilkada. Penulis memilih Kec. Tomoni sebagai lokus 
penelitian karena jumlah Masyarakat Transmigran di Kec. Tomoni lebih 
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banyak dan beragam dibandingkan dengan beberapa kecamatan lainnya. 
Sehubungan dengan penjelasan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk 
memahami dan melakukan penelitian mengenai : 
“Heterogenitas Etnik Dalam Pilkada Luwu Timur tahun 2015” 
1.2. Rumusan Masalah 
 Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang telah diteliti, maka 
penulis membatasinya pada persoalan sebagai berikut : 
Bagaimana hubungan identitas etnik dengan pilihan politik pemilih 
masyarakat Kecamatan Tomoni dalam Pilkada Luwu Timur tahun 
2015 ? 
1.3. Tujuan Penelitian: 
Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penelitian ini 
bertujuan menggambarkan dan menganalisis berdasarkan perspektif 
situasional mengenai hubungan identitas etnik dengan pilihan politik 
dalam pemilihan kepala daerah Luwu Timur tahun 2015. 
1.4. Manfaat Penelitian 
 1.4.1. Manfaat Teoritis: 
a. Menjawab fenomena sosial-politik yang ada khususnya 
dalam perpolitikan lokal. 
b. Memperkaya kajian ilmu politik untuk perkembangan 





1.4.2. Manfaat Praktis: 
a. Memberikan bahan rujukan kepada masyarakat yang 
berminat dalam memahami realitas etnisitas dalam 
pilkada Luwu Timur 2015. 



















 Bab ini bermaksud untuk menguraikan beberapa konsep dan teori 
yang berkaitan dengan penelitian ini.Tinjauan pustaka yang dimaksud 
adalah Heterogenitas etnik dalam konsep multikulturalisme, konsep 
etnnik, identitas etnik, politik etnik dalam pemilihan umum kepala daerah, 
Konsep keterlibatan politik (Political Engagement)  dan kerangka 
pemikiran. 
2.1. Heterogenitas Etnik dalam Konsep Multikulturalisme 
Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Secara etimologis, 
multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), kultur (budaya), dan 
isme (aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata itu terkandung pengakuan 
akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan 
kebudayaannya masing-masing yang unik10. 
Multi-kulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas 
keragaman kultural, yang berarti mencakup baik keberagaman tradisional 
seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama, maupun keberagaman 
bentuk-bentuk kehidupan (subkultur) yang terus bermunculan di setiap 
tahap sejarah kehidupan masyarakat.Pada umumnya yang dikenal 
sebagai masyarakat awam adalah multikultural-isme dalam bentuk 
deskriptif, yakni menggambarkan realitas multikultural di tengah 
masyarakat. Parekh membedakan lima model multikulturalisme yakni:  
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1. Multikulturalisme isolasionis, yaitu masyarakat yang berbagai kelompok 
kulturalnya menjalankan hidup secara otonom dan terlibat dalam 
interaksi minimal satu sama lain.  
2. Multikulturalisme akomodatif, yaitu masyarakat yang memiliki kultur 
dominan yang membuat penyesuaian dan akomodasi-akomodasi 
tertentu bagi kebutuhan kultur kaum minoritas.  
3. Multikulturalisme otonomis, yaitu masyarakat plural yang kelompok-
kelompok kultural utamanya berusaha mewujudkan kesetaraan 
(equality) dengan budaya dominan dan menginginkan kehidupan 
otonom dalam kerangka politik yang secara kolektif bisa diterima.  
4. Multikulturalisme kritikal/interaktif, yakni masyarakat plural yang 
kelompok-kelompok kulturalnya tidak terlalu terfokus (concerned) 
dengan kehidupan kultural otonom, tetapi lebih membentuk penciptaan 
kolektif yang mencerminkan dan menegaskan perspektif-perspektif 
khas mereka.  
5. Multikulturalisme kosmopolitan, yaitu masyarakat plural yang berusaha 
menghapus batas-batas kultural sama sekali untuk menciptakan 
sebuah masyarakat tempat setiap individu tidak lagi terikat kepada 
budaya tertentu, sebaliknya secara bebas terlibat dalam percobaan-
percobaan interkultural dan sekaligus mengembangkan kehidupan 
kultural masing-masing.11 
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Selain multikulturalisme deskriptif, terdapat multikulturalisme 
normatif, yakni suatu sokongan positif, bahkan perayaan atas keragaman 
komunal, yang secara tipikal didasarkan entah atas hak dari kelompok-
kelompok yang berbeda untuk dihargai dan diakui, atau atas keuntungan-
keuntungan yang bisa diperoleh lewat tatanan masyarakat yang lebih luas 
keragaman moral dan kulturalnya. 
Multikulturalisme normatif melibatkan kebijakan sadar, terarah, dan 
terencana dari pemerintah dan elemen masyarakat untuk mewujudkan 
multikulturalisme. Menurut Parekh, ada tiga komponen multikulturalisme, 
yakni kebudayaan, pluralitas kebudayaan, dan cara tertentu untuk 
merespon pluralitas itu.12 
2.2 Konsep Politik Identitas 
  Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. 
Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. 
Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari 
perbedaan tubuh. Dalam filsafat sebenarnya wacana ini sudah lama 
muncul, namun penerapannya dalam kajian ilmu politik mengemuka 
setelah disimposiumkan pada suatu pertemuan internasional Asosiasi 
Ilmuwan Politik Internasional di Wina pada 1994.13 
Politik identitas mendapat tempat yang istimewa beberapa tahun 
terakhir. Sementara dalam literatur ilmu politik, politik identitas dibedakan 
secara tajam antara identitas politik (political identity) dengan politik 
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identitas (political of identity). Political identity merupakan konstruksi yang 
menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas 
politik sedangkan political of identity mengacu pada mekanisme politik 
pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) 
sebagai sumber dan sarana politik. 
Pemaknaan bahwa politik identitas sebagai sumber dan sarana 
politik dalam pertarungan perebutan kekuasaan politik sangat 
dimungkinkan dan kian mengemuka dalam praktek politik kekinian. 
Karena itu para ilmuwan yang bergelut dalam wacana politik identitas 
berusaha sekuat mungkin untuk mencoba menafsirkan kembali dalam 
logika yang sangat sederhana dan lebih operasional. Misalnya saja Agnes 
Heller mendefinisikan politik identitas sebagai politik yang memfokuskan 
pada pembedaan sebagai kategori utamanya yang menjanjikan 
kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (free play), walaupun 
memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan etnis. 
Politik indentitas dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, 
environmentalism (politik isu lingkungan), dan perselisihan etnis. 
Sedangkan Donald L Morowitz (1998), pakar politik dari Univeritas Duke, 
mendefinisikan politik identitas merupakan pemberian garis yang tegas 
untuk menentukan siapa yang akan disertakan dan siapa yang akan 
ditolak. Karena garis-garis penentuan tersebut tidak dapat dirubah, maka 
status sebagai anggota bukan anggota dengan serta merta bersifat 
permanen. Baik Agnes Heller maupun Donald L Morowitz memperlihatkan 
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sebuah benang merah yang sama yakni politik identitas dimaknai sebagai 
politik berbedaan. 
Konsep ini juga mewarnai hasil Simposium Asosiasi Politik 
Internasional di selenggarakan di Wina pada 1994. Kesan yang lain dari 
pertemuan Wina adalah lahirnya dasar-dasar praktik politik identitas. 
Sementara Kemala Chandakirana (1989) dalam artikelnya Geertz dan 
Masalah Kesukuan, menyebutkan bahwa: 
―Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai 
retorika politik dengan sebutan kami bagi ‗orang asli‘ yang 
menghendaki kekuasaan dan mereka bagi ‗orang pendatang‘ yang 
harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas 
sekedar untuk dijadikan alat memanipulasi—alat untuk menggalang 
politikguna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya‖.14 
 
Pemaknaan politik identitas antara Kemala dengan Agnes Heller dan 
Donald L Morowitz sangat berbeda. Kemala melangkah lebih jauh dalam 
melihat politik identitas yang terjadi pada tataran praktis. Yang biasanya 
digunakan sebagai alat memanipulasialat untuk menggalang politik guna 
kepentingan ekonomi dan politik. Namun, pada bagian yang lain, argumen 
Kemala mengalami kemunduran penafsiran dengan mengatakan bahwa: 
Dalam politik identitas tentu saja ikatan kesukuan mendapat peranan 
penting, ia menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi 
sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik. Pemahaman ini berimplikasi pada 
kecenderungan untuk: Pertama, ingin mendapat pengakuan dan 
perlakuan yang setara atau dasar hak-hak sebagai manusia baik politik, 
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ekonomi maupun sosial-budaya. Kedua, demi menjaga dan melestarikan 
nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yangbersangkutan. Terakhir, 
kesetiaan yang kuat terhadap etnistas yang dimilikinya.15 
Selain tiga kecenderungan di atas Klaus Von Beyme menyebutkan 
ada tiga karakteristik yang melekat pada politik identitas, yakni; 1) 
Gerakan politik identitas pada dasarnya membangun kembali ―narasi 
besar‖ yang prinsipnya mereka tolak dan membangun suatu teori yang 
mengendalikan faktor-faktor biologis sebagai penyusun perbedaan–
perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya; 2) Dalam gerakan 
politik identitas ada suatu tendensi untuk membangun sistem apartheid 
terbalik. Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagian 
kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan 
pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar; 3) Kelemahan dari gerakan 
politik identitas adalah upaya untuk menciptakan kelompok teori spesifik 
dari ilmu. 16 
Apabila wacana politik identitas di atas dikaitkan dengan realitas 
politik kontemporer di Indonesia, maka Budiman Sudjatmiko 
mengungkapkan bahwa kehadiran politik identitas adalah antitesis dari 
kekuatan politik yang sentralistis dan hegemonik selama Orde Baru 
berkuasa. Kemunculan politik identitas secara massif direpresentasikan 
dengan munculnya beberapa kekuatan politik yang mengusung simbol 
dan ideologi Islam. Realitas objektif tersebut tidak terlepas dari memori 
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kolektif massa yang dekat dengan Islam, karena beberapa tendensi politik 
identitas lain menjadi tabu bahkan ―diharamkan‖ untuk direvitalisasi. 
2.3. Konsep Etnik 
 Secara etimologis, kata etnis (ethnic) berasal dari Bahasa Yunani 
ethnos, yang merujuk pada pengertian bangsa atau orang. Ethnos 
diartikan sebagai setiap kelompok sosial yang ditentukan oleh ras, adat-
istiadat, bahasa, nilai dan norma budaya, dan lain-lain yang pada 
gilirannya mengindikasikan adanya kenyataan kelompok yang minoritas 
atau mayoritas dalam suatu masyarakat. Istilah etnis mengacu pada suatu 
kelompok yang sangat fanatik dengan ideologi kelompoknya dan tidak 
mau tahu dengan ideologi kelompok lain.17 
 Etnisitas seringkali didefenisikan sebagai perasaan (senses) 
terhadap identitas etnis yang dimiliki oleh masing-masing individu dalam 
kelompok secara subjektif dan simbolik untuk menghasilkan kohesi 
internal dan diferensiasi dengan kelompok-kelompok lainny18.  Perdebatan 
kontemprer tentang etnisitas pada umumnya mengarah pada dua faktor. 
Pertama, proses terbentuknya etnisitas. Etnisitas dalam hal ini terbentuk 
karna adanya konstrusi sosial (sosial construction) dari kondisi sejarah 
masing-masing. Kedua, kegunaan atau keuntungan dari etnisitas dalam 
berbagai latar belakang. Proses terbentuknya etnisitas dalam hal ini terkait 
dengan imajinasi kebersamaan (imaginary asosation), kesamaan daerah, 
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dan kesamaan keyakinan dan nilai-niai yang membedakan suatu 
kelompok tertentu dengan lainnya.19 
Koentjaraningrat sendiri memaksudkan etnik sebagai kelompok 
sosial atau kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, 
sistem norma yang mengatur interaksi tersebut, adanya kontinuitas dan 
rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki 
sitem kepemimpinan sendiri. Kelompok etnik seringkali diartikan pula 
sebagai sekelompok orang, baik karena alas an rasial maupun sejarah 
atau hubungan antara keduanya, yang memiliki kebudayaan yang sama 
sehingga membedakannya dengan kelompok lain.20 
Pendapat lain tentang etnis dikemukakan oleh Fredrick Barth dan 
Zatrow yang mengatakan bahwa etnis adalah himpunan manusia karena 
kesamaan ras, agama, asal-usul bangsa ataupun kombinasi dari kategori 
tersebut yang terikat pada sistem nilai budayanya.  
Kajian tentang etnik sebagai sekelompok manusia yang mempunyai 
kebudayaan sama, berkembang dari ranah biologis menuju ranah 
kebudayaan dan akhirnya bermuara pada ranah politik. Kajian aspek 
sosio-politik tentang etnik ini pula yang belakangan disebut studi 
etnisistas. 
Secara substantif, kajian terhadap masalah etnisitas memang 
memberikan perhatian lebih besar terhadap bentuk interaksi konflik dan 
dalam konteks perkotaan.Begitu besar perhatian yang diberikan pada 
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potensi konflik antaretnik di perkotaan, seakan-akan hanya interaksi yang 
bersifat konflik sosial yang terjadi, dan hanya berlangsung diperkotaan.21 
Pada tataran teoritik, ada tiga kecenderungan kuat untuk mengkaji 
masalah etnisitas dari perspektif makro-struktural. Secara ringkas, ketiga 
kecenderungan teoritik ilmu-ilmu sosial dalam memahami etnisitas ini 
dikemukan sebagi berikut : 
The resurgence of ethnic conflict contradicted three main social 
science theories. First, functionalist theory had traditionally regarded 
social class and status divisions as far more important than race of 
ethnicity. Second, developmental or modenization theories argued 
that racial of ethnic divisions would disappear as societies and the 
division of labour became more complex. Finaly Marxist theories was 
ethnicity as a remnant of pre-capitalist modes of production and as 
an important influence only in so far as a ruling elite might use it to 
devide the working class and prevent its members from perceiving 
their true class interest (Graetz and McAllister,1984:75)22.  
 
―Kebangkitan konflik etnis bertentangan tiga teori ilmu sosial 
utama.Pertama, teori fungsionalis secara tradisional dianggap kelas 
sosial dan divisi berstatus sebagai jauh lebih penting daripada ras 
etnis. Kedua, teori perkembangan atau modenization berpendapat 
bahwa ras divisi etnis akan menghilang saat masyarakat dan 
pembagian kerja menjadi lebih kompleks. Terakhir teori Marxis 
adalah etnis sebagai sisa dari mode pre-produksi kapitalis dan 
sebagai pengaruh penting hanya sejauh sebagai elit yang berkuasa 
mungkin menggunakannya untuk membagi kelas pekerja dan 
mencegah anggotanya dari memahami kepentingan kelas mereka 
yang sebenarnya.‖ 
 
Para pengguna teori-teori fungsional, misalnya, menempatkan 
persoalan etnisitas dibawah bidang kajian pelapisan atau kelas sosial. 
Fenomena etnisitas tidak lagi dipertimbangkan sebagai komponen penting 
struktur sosial, sehingga bentuk-bentuk interaksi antaretnik pun dinilai 
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tidak lagi ditentukan oleh etnisitas.Perspektif teoritik modernisasi 
menempatkan etnisitas sebagai gejala masyarakat pra modern. Secara 
hipotetik, etnisitas dipercaya akan tenggelam sejalan dengan proses 
pembagian kerja yang makin rumit dalam masyarakat modern.23 
Fredrik Barth lebih jauh berargumentasi bahwa etnisitas mengalami 
perubahan terus-menerus dan bahwa batas keanggotaan suatu kelompok 
etnis sering dinegosiasikan dan dinegosiasikan kembali, tergantung pada 
perjuangan politik di antara kelompok-kelompok.24 
 Abdillah mengemukakan tiga pendekatan dalam melihat etnisitas, 
yakni: 
1. Pendekatan Primordialisme, melihat fenomena etnik dalam ranah 
sosiobiologis yang berarti bahwa kelompok-kelompok sosial 
dikarakteristikkan oleh gambaran seperti ciri-ciri fisik, kewilayahan, 
agama, bahasa dan organisasi sosial yang disadari sebagai objek 
given dan tidak bisa dibantah. 
2. Pendekatan Konstruktivis yang dikembangkan Frederik Barth 
melihat identitas etnik sebagai hasil dari proses sosial yang 
kompleks: batasan-batasan simbolik terus menerus membangun 
dan dibangun oleh mitologi sejarah dan pengalaman masa lampau. 
3. Pendekatan Instrumentalisme, menekankan pada proses 
manipulasi dan mobilisasi politik tatkala kelompok-kelompok sosial 
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tersebut tersusun atas dasar atribut-atribut awal etnisitas, seperti 
kebangsaan, agama, ras dan bahasa.25 
 Etnisitas menurut defenisi, tidak dapat diubah untuk seorang 
individu (sejak ditemukan berdasarkan garis keturunan), dan melewatinya 
dapat menjadi sulit.Karena etnisitas lebih disukai menjadi basis dari koalisi 
dalam distribusi politik sebab relatif mudah untuk mengeluarkan yang 
kalah dari koalisi kemenangan.26 
Seperti yang diungkapkan oleh Muhtar Haboddin yang mengatakan 
bahwa: ―Politik etnisitas digunakan untuk mempersoalkan antara kami‟ 
dan mereka, saya dan kamu sampai pada bentuknya yang ekstrim jawa 
dan luar jawa atau islam dan kristen. Dikotomi oposisional semacam ini 
sengaja dibangun oleh elit politik lokal untuk menghantam musuh ataupun 
rival politiknya yang notabene kaum pendatang‟.27 
Etnisitas dalam kajian politik mempunyai keuntungan dalam 
berpolitik di mana Indonesia sangat terkenal akan keberagaman etnik, 
agama dan bahasa yang dimiliki serta tersebar diberbagai pulau atau 
provinsi yang terletak di seluruh Indonesia. Suatu kelompok masyarakat 
akan mudah membentuk suatu kelompok dalam satu wilayah yang sama 
untuk memperjuangkan hak mereka. Kelompok masyarakat yang 
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berkumpul berdasarkan kesamaan etnik dalam memperjuangkan hak 
suara dalam berpolitik itu sah saja sehingga ada yang dinamakan etnisitas 
dalam berpolitik untuk identitas yang sama dalam satu kelompok dan 
mempengaruhi kelompok lain dalam hal kebijakan. 
Donald Horowitz merujuk kepada konsep etnisitas sebagai istilah 
yang memiliki pengertian luas yang ―mencakup berbagai kelompok yang 
dibedakan berdasarkan warna kulit, bahasa, dan agama; yang meliputi 
―suku‖, ―ras‖, ―nasionalitas‖, dan ―kasta‖. Banyak kepustakaan yang lebih 
mutakhir juga menggunakan istilah etnisitas dengan cara yang mirip 
sebagai istilah yang meliputi banyak penanda identitas yang lain 28 . 
Etnisitas adalah tipe identitas sosial berbasis kelompok, seperti identitas 
berbasis kelompok lainnya (seperti kelas dan klan).29 
Etnik merupakan sekumpulan orang-orang yang terdapat dalam 
satu kelompok yang sama dan mempunyai kesamaan dalam hal suku, 
bahasa, budaya, ras dan sebagainya. Masyarakat yang bernaung dalam 
kelompok tersebut mempunyai visi-misi yang sama, seperti halnya dalam 
berpolitik. Maka politik etnik merupakan kelompok yang dapat digunakan 
sebagai salah satu alat politik dalam mencapai kekuasaan dalam wilayah 
tertentu dalam ruang lingkup pemilukada. 
2.4. Identitas Etnik 
Identitas dan etnisitas merupakan hasil konstruksi (proses) sosial 
yang lazim disebut askripsi (ascription). Askripsi, proses penandaan 
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sekelompok orang/masyarakat tertentu dengan sembarang: apa pun 
tandanya (sebagai ciri khas, labelling kelompok tertentu), umumnya 
berlangsung hingga berabad-abad lamanya. Dalam proses itu terjadi 
interaksi orang dari aneka latar belakang di berbagai bidang kehidupan. 
Artinya, proses askripsi tidak akan berlangsung/terjadi justru ketika orang-
orang benar-benar menyendiri, tidak berinteraksi. Itulah sebabnya, dalam 
banyak hal, seseorang sering tidak diperlakukan sebagai pribadi yang 
mandiri, tetapi diperlakukan sebagai anggota atau wakil kelompok atau  
masyarakat tertentu dengan askripsi tertentu pula. 
Senada dengan pendapat itu, Phinney dan Alipora (1990) 30 pun 
menulis bahwa identitas etnik adalah sebuah konstruksi yang kompleks 
yang mengandung sebuah komitmen dan rasa kepemilikan (sense of 
belonging) pada kelompok etnik, evaluasi positif pada kelompok, berminat 
di dalam dan berpengetahuan tentang kelompok, dan turut serta terlibat 
dalam aktivitas sosial kelompok. Identitas itu berkaitan dengan masa lalu 
dan aspirasi masa depan yang berhubungan dengan etnisitas. Jadi, 
identitas etnik akan membuat seseorang memiliki harapan akan masa 
depan yang berkait dengan etnisnya. 
Identitas entik di negeri ini adalah kenyataan, dan pada pentas 
demokrasi dibutuhkan, selama dalam rangka menciptakan kepemimpinan 
bermoral. Itu harus, karena dalam sejarah konflik perebutan posisi, 
demokrasi hanya dapat  dipahami pada dua persepsi. Sebagai kekuasaan 
                                                          
30
Rina Ramdani dkk.Kebanggaan Atas Identitas Etnik pada Mahasiswa Perantau Kelompok Etnik 
Minang dan Batak di Bandung.Jurnal. ISSN : 2460-6448 
24 
 
dimana warga negara dapat melakukan self-government dan self 
regulation atau, alat bantu pengambilan keputusan, yaitu warga 
melegitimasi suatu keputusan yang diambil perwakilan dan memberi 
kekuasaan kepada keputusan tersebut dari waktu ke waktu (Models of 
democracy).31 
Identitas etnik dapat digambarkan sebagai suatu cara dimana 
seseorang lantaran asal etnik mereka secara psikologis ditempatkan 
dalam hubungannya dengan satu atau lebih sistem sosial dan dimana 
mereka merasa orang lain menempatkan mereka dalam hubungannya 
dengan sistem itu.32 
Aspek-aspek eksternal dari identitas etnik berdasarkan perilaku 
yang tampak antara sosial dan budaya seperti: (1) berbicara dengan 
menggunakan bahasa etnik, mempraktekkan tradisi etnik, (2) 
keikutsertaan dalam jaringan pribadi etnik seperti keluarga dan 
persahabatan, (3) keikutsertaan dalam organisasi kelembagaan etnik 
seperti gereja, sekolah, perusahaan, media, (4) keikutsertaan dalam 
asosiasi relawan etnik seperti kelompok-kelompok masyarakat, organisasi 
pemuda, (5) keikutsertaan dalam fungsi yang disponsori oleh organisasi 
etnik seperti tamasya, konser, kuliah publik, menari.33 
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 Aspek-aspek internal dari identitas etnik berdasarkan pada image, 
gagasan, sikap dan perasaan yang berhubungan dengan perilaku 
eksternal. Ada tiga aspek internal dari identitas etnik: 
1. Dimensi kognitif meliputi image diri dan image dari suatu kelompok, 
mungkin gambaran dari diri atau kelompok dan merasa gambaran 
dari orang lain atau kelompok lain. Itu juga meliputi pengetahuan 
dari warisan kelompok seseorang dan sejarah masa lampau, 
pengetahuan ini tidak harus luas dan objektif melainkan fokus pada 
peristiwa atau aspek terpilih atau sejarah pribadi yang menjadi 
simbol pengalaman kelompok yang sudah diwariskan, pada 
akhirnya dimensi kognitif meliputi pengetahuan dari nilai-nilai suatu 
kelompok, ketika pengetahuan adalah bagian dari warisan 
kelompok. 
2. Dimensi moral dari identitas melibatkan perasaan dari kewajiban 
kelompok. Secara umum perasaan dari kewajiban kelompok 
berhubungan dengan arti pentingnya seseorang atas kelompoknya 
dan implikasi kelompok terhadap perilaku seseorang.Secara rinci 
termasuk perasaan dan kewajiban yang penting untuk mengajar 
anak-anak bahasa etnik, atau menikah dengan kelompok, atau 
menolong anggota kelompok untuk menemukan pekerjaan. 
Perasaan dari kewajiban meliputi komitmen seseorang dari 
kelompoknya dan untuk solidaritas kelompoknya yang terjadi, 
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mereka dapat dikatakan membuat dimensi pusat dari identitas 
subjektif. 
3. Dimensi afektif atau dimensi identitas mengacu pada perasaan 
pemasangan kedalam kelompok. Perasaan seperti itu dapat 
dibedakan menjadi dua tipe: (1) Perasaan aman dengan simpati 
dan pilihan asosiasi kedalam satu anggota kelompoknya yang 
berlawanan dengan keanggotaan kelompok lain, (2) Perasaan 
aman dengan dan kenyamanan dengan pola budaya dari 
kelompoknya yang berlawanan dengan pola budaya dari 
masyarakat dan kelompok lain.34 
Kanchan Chandra mengemukakan identitas etnis adalah sub-
perangkat dari kategori-kategori identitas, dimana elektabilitas 
keanggotaannya ditentukan oleh atribut-atribut yang dikaitkan dengan, 
atau diyakini berkaitan dengan, garis keturunan. Atribut-atribut ini meliputi 
baik ciri-ciri objektif maupun keyakinan subjektif yakni: diperoleh secara 
genetik, atau melalui pewarisan budaya dan sejarah, atau diperoleh dan 
disandang sepanjang hayat sebagai penanda suatu warisan. Selanjutnya, 
termasuk pula atribut-atribut yang diyakini terkait dengan keturunan, yang 
berarti atribut-atribut yang terkait dengan mitos-mitos dan diasosiasikan 
dengan keturunan, apakah asosiasi itu benar-benar ada atau tidak dalam 
kenyataan.35 
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Identitas etnis terdapat pada diri semua orang, sadar ataupun tidak 
disadari. Dalam hal ini identitas yang dimaksudkan sama dalam hal 
budaya, bahasa, agama atau perilaku sehingga membentuk rasa nyaman 
untuk bersama dan bergabung dalam suatu identitas yang sama agar 
lebih mudah tercipta kesamaan dengan kelompok tersebut. Dalam suatu 
kelompok identitas etnik akan tercipta solidaritas dan rasa empati pada 
anggota kelompok lain untuk saling membantu dalam menyelesaikan 
suatu masalah baik secara individu atau kelompok, sehingga tercipta rasa 
kekerabatan yang dekat dan erat. Kemudian dalam ranah politik, perilaku 
pemilih yang mempunyai kesamaan identitas akan memilih seorang 
kandidat dalam Pilkada yang mempunyai identitas dan latar belakang 
yang sama dengan kandidat calon.Secara umum, perbincangan akademik 
awal mengenai pembentukan identitas etnis ditandai oleh dua perdebatan 
besar, atau apa yang disebut perspektif primordial versus perspektif 
situasional.  
2.3.1.  Perspektif Primordial 
Perspektif primordialisme secara umum memandang 
identitas etnis sebagai ―bawaan lahir‖ (innate) dan alamiah (natural) 
dalam konteks tertentu.Anthony Smith (1986) mengidentifikasi 
berbagai variasi primordialisme, termasuk primordialisme esensialis 
mengatakan bahwa etnisitas adalah fakta biologi alamiah, dan oleh 
sebab itu etnisitas mendahului masyarakat manusia. Sedangkan 
primordialisme kekerabatan mengemukakan bahwa kelompok etnis 
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adalah perluasan komunitas kekerabatan berdasarkan hubungan 
darah. Salah satu versi dari pendekatan ini ditawarkan oleh Clifford 
Greetz, yang mengemukakan bahwa tidak sepenuhnya 
berdasarkan ―hubungan darah,‖ tetapi ikatan etnis (ethnic ties) dan 
ikatan kelompok (group bonding) adalah proses natural (karena ciri-
ciri objektif rasial dan fisik membantu terbentuknya ikatan sosial) 
Geertz mempertegas bahwa primordial dianggap 
mengandung kekuatan memaksa yang muncul dari dalam diri 
seseorang karena keberadaannya memiliki dorongan yang kuat 
dan tidak dapat dihindari. Artinya primordial dalam konsepsinya 
lebih mengarahkan pada keterikatan yang pasti muncul pada 
seseorang apabila ia berada dalam lingkungan masyarakat yang 
memiliki persamaan suku, etnis atau keagamaan atau persamaan 
keyakinan-keyakinan tertentu. Dengan kata lain keberadaan 
primordial itu dapat dikatakan muncul secara alamiah seiring 
dengan perkembangan sosio-kultural di masyarakat.  
Faktor-faktor terjadinya primordialisme sebagai salah satu 
konsekuensi dari kenyataan adanya kemajemukan masyarakat 
atau diferensiasi sosial adalah terjadinya primordialisme, yaitu 
pandangan atau paham yang menunjukkan sikap berpegang teguh 
pada hal-hal yang sejak semula melekat pada diri individu, seperti 
suku bangsa, ras, dan agama.Primordialisme sebagai identitas 
sebuah golongan atau kelompok sosial merupakan faktor penting 
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dalam memperkuat ikatan golongan atau kelompok yang 
bersangkutan dalam menghadapi ancaman dari luar. Namun, 
seiring dengan itu, primordialisme juga dapat membangkitkan 
prasangka dan permusuhan terhadap golongan atau kelompok 
sosial lain. 
Jenis-jenis primordialisme yakni primordialisme suku, 
primordialisme agama dan primordialisme kedaerahan.Ikatan 
primordialisme keagamaan dan etnis menjadi salah satu alasan 
penting dari masyarakat dalam menyikapi terhadap elektabilitas 
pasangan calon. Jika seorang calon memiliki latar belakang ikatan 
primordialisme yang sama dengan ikatan primordialisme 
masyarakat, maka hal tersebut menjadi alternatif pilihan 
masyarakat. Ikatan emosional tersebut menjadi pertimbangan 
penting bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Ikatan 
emosional masyarakat tidak hanya didasarkan atas sistim 
kekerabatan semata, akan tetapi agama menjadi pengikat ikatan 
emosional, asal daerah atau tempat tinggal, ras/suku, budaya, dan 
status sosial ekonomi, sosial budaya juga menjadi unsur penting 
dalam ikatan emosinal komunitas masyarakat tertentu. Hal tersebut 
terlihat pada basis komunitas masyarakat di daerah pemilihan, 
daerah/wilayah atau kantong-kantong basis massa yang ditandai 
dengan adanya simbol-simbol partai yang memberikan gambaran 
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dan sekaligus sebagai pertanda bahwa di wilayah tersebut 
merupakan kantong basis massa partai tertentu.36 
2.3.2.  Perspektif Situasional 
Perspektif situasional (juga dikenal sebagai pendekatan 
konstruksionis atau instrumentalis) mengemukakan bahwa identitas 
etnis dikonstruksi secara sosial. Dengan kata lain, defenisi 
kelompok, dan identifikasi batas-batasnya, kerap kali 
dinegosiasikan dan direnegoisasikan, dan bagaimana batas-batas 
ini diredefinisikan akan bergantung pada situasi dan lingkungan 
spesifik yang dihadapi oleh setiap kelompok. 
Pendekatan instrumentalis lebih sinis daripada konsep 
sederhana bahwa identitas adalah konstruksi sosial. Instrumentalis 
memandang terciptanya identitas adalah sebagai produk 
manipulasi simbol-simbol  kebudayaan dan kekerabatan oleh para 
pelaku politik untuk mendapatkan keuntungan politik. Pendekatan 
ini memandang etnisitas sebagai hasil dari strategi politik, biasanya 
untuk mencapai tujuan yang lain, seperti kekuasaan politik, akses 
ke sumber daya, dan meningkatkan status dan kekayaan37. 
Dalam perspektif situasional, beberapa subteori berupaya 
menjelaskan bagaimana identitas etnis dibentuk dan dibentuk 
ulang.Beberapa sosiolog, misalnya, berargumen bahwa identitas 
etnis dapat muncul atau dapat dimunculkan kembali 
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(resurgent).Orang-orang yang percaya pada adanya kebangkitan 
kembali identitas etnis menerima gagasan bahwa identitas 
tradisional atau nenek moyang dapat muncul kembali sebagai 
akibat dari kondisi historis khusus38. 
Konsep etnik situasional mengungkapkan bahwa setiap 
individu akan melakukan proses komunikasi, melalui pertukaran 
simbol, pembentukan makna, setting bertujuan dalam keseharian 
mereka sesuai situasi, kondisi dan tujuan yang ingin dicapai. 
Dalam konteks politik, hal ini menjadi menarik karena citra 
diri menjadi sangat penting dalam mencapai sukses baik dalam 
upaya mempengaruhi publik maupun dalam melaksanakan 
peranperan politik.Situasi multietnik dan adanya beragam identitas 
yang dimiliki memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan 
dalam identitas keetnikan seseorang. 
Menurut Barth teori situasional memandang bahwa 
kelompok etnis adalah entitas yang dibangun atas dasar kesamaan 
para warganya, bagi mereka yang lebih penting bukan wujud 
kesamaan itu sendiri melainkan perihal penentuan dan 
pemeliharaan batas-batas etnis yang diyakini bersifat selektif dan 
merupakan jawaban atas kondisi sosial historis tertentu.Teori ini 
menekankan bahwa kesamaan kultural merupakan faktor yang 
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lebih besar dibanding kesamaan darah dalam penggolongan orang-
orang kedalam kelompok etnik.39 
2.5.  Politik Etnik Dalam Pemilihan umum Kepala Daerah 
Wacana mengenai politik etnis kembali menguat semenjak 
reformasi di negeri ini digulirkan.Hal ini seiring dengan kebijakan 
desentralisasi politik yang dijalankan oleh pemerintah.Era reformasi telah 
menghantarkan bangsa ini ke arah keterbukaan, demokratisasi, otonomi 
daerah dan desentralisasi ternyata telah melahirkan kembali dan 
memperkuat kesadaran etnis.Gerakan politik etnisitas ini semakin jelas 
wujudnya. Bahkan banyak aktor politik lokal maupun nasional secara 
sadar menggunakan isu ini dalam power-sharing. Praktik politik etnis 
secara nyata menunjukkan bahwa betapa ampuhnya isu ini digunakan 
oleh aktor-aktor politik, ketika berhadapan dengan entitas politik lain.  
Praktek multikulturalisme telah melahirkan resiko-resiko sosial 
lainnya seperti potensi konflik dalam kemunculan politik etnisitas, 
hegemoni budaya kelompok mayoritas atau sebaliknya dan resiko-resiko 
lainnya.Fenomena politik semacam ini merupakan wujud dari politik 
representasi. Seperti yang diungkapkan Ari Setyaningrum yang 
mengatakan bahwa: ―Politik representasi merupakan kontruksi politik yang 
memungkinkan sekelompok orang mengidentifikasikan diri mereka secara 





simbolik sebagai bagian dari suatu kolektivitas tertentu dimana praktek 
dalam proses identifikasi itu dimobilisasikan untuk tujuan-tujuan politik‖. 40 
Gagasan Ari Setyaningrum terkait dengan politik representasi 
tersebut mempertegas konsepsi tentang politik identitas itu sendiri. 
Menurutnya politik representasi itu lahir dari adanya penggunaan simbol-
simbol oleh sekelompok orang untuk memunculkan suatu identitas diri, 
dimana identitas tersebut telah mewakili dirinya dan merepresentasikan 
bahwa identitas tersebut merupakan bagian dari suatu kolektivitas atau 
kelompok. 
Ari Setyaningrum memberikan pendapatnya yang mengatakan 
bahwa: ―Identitas sosial menentukan posisi subyek di dalam relasi atau 
interaksi sosialnya, sedangkan identitas politik menentukan posisi subyek 
di dalam suatu komunitas melalui suatu rasa kepemilikan (sense of 
belonging) dan sekaligus menandai posisi subyek yang lain di dalam 
suatu pembedaan (sense of otherness). Dikarenakan identitas juga 
menyangkut apa-apa saja yang membuat sekelompok orang menjadi 
berbeda dengan yang lainnya maka konstruksi identitas berkaitan erat 
dengan konstruksi mengenai perbedaan (difference).‖41 
Pendapat Ari di atas menjelasan bahwa identitas sosial dalam 
masyarakat itu menentukan bagian seseorang berdasarkan hubungannya 
dan interaksinya dalam masyarakat. Sedangkan identitas politik 
menentukan seseorang di dalam bagian kelompok yang berdasarkan 
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perasaan yang sama dan saling memiliki sekaligus memberikan batasan 
kepada bagian kelompok lain terhadap suatu yang berbeda. Hal ini 
menjadikan konsep identitas berkaitan dengan konsep perbedaan. 
Selanjutnya, mengenai identitas politik Stuart Hall berpendapat bahwa: 
―Identitas seseorang mengkonstruksikan suatu proses dialogis yang 
menandai batasan-batasan apa saja mengenai dirinya dan apa saja yang 
membuatnya sama atau berbeda dengan orang lain.‖42 
Mandla Keyse dari ASUCLA Communications Board dalam 
tulisannya ―Etnhnic Groups Must Come Together to Produce Social 
Change” mengemukakan bahwa: ―Sebagian besar perilaku yang terlihat 
dapat menggambarkan secara transendental identitas etnis dan ras yang 
bertumbuh dan terus berubah karena telah terjadi komunikasi antar 
personal yang lintas dan antar budaya, yang membentuk sebuah 
masyarakat multietnis.‖ 43 
Keyse menjelaskan bahwa perilaku seseorang itu secara tidak 
langsung dapat menggambarkan identitas etnis yang dimiliki oleh orang 
tersebut. Dimana perilaku tersebut dipengaruhi oleh karakter etnis yang 
mengalami perubahan akibat adanya interaksi sosial melalui komunikasi 
antar personal maupun antar budaya sehingga terbentuklah masyarakat 
yang multietnis. 
Munculnya gerakan kedaerahan dengan mengambil setting politik 
etnisitas ini merupakan bagian dari politik identitas sebagai basis gerakan 
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politiknya.Bahkan disinyalir oleh banyak pengamat bahwa gerakan politik 
identitas kian banyak dipakai oleh para politisi dan penguasa di tingkat 
lokal untuk mendapatkan kue kekuasaan, baik bidang politik maupun 
ekonomi. 
Rothschild dalam ethnopolitics; a conceptual framework, 
mengutarakan bahwa politik etnik adalah (1) membuat seseorang 
mengetahui dan sadar akan keterkaitan politik dengan nilai-nilai budaya 
etnik mereka dan sebaliknya, (2) untuk mendorong perhatian mereka 
mengenai keterkaitan kedua hal tersebut, (3) untuk memobilisasi mereka 
kedalam kesadaran etniknya, dan (4) mengarahkan perilaku mereka 
kedalam aktivitas arena politik pada basis kesadaran, perhatian, 
kesadaran kelompok. Politisasi etnik seperti itu bisa meningkatkan, 
memperlambat, atau menghapuskan keadaan integrasi politik, dapat 
melegitimasi atau delegitimasi sistem politik mereka, dan menstabilkan 
atau mengukis pemerintahan dan regim mereka44. 
Sejak lama sudah muncul perhatian akademik mengenai Pemilihan 
Umum (pemilu) dan perilaku voting pada masyarakat yang ―terbagi-bagi.‖ 
Banyak sarjana yang merasa khawatir bahwa pemilihan umum pada 
masyarakat yang terbagi-bagi secara etnis akan menghasilkan pemilu 
sensus, yang menjauh dari demokrasi. Dengan kata lain, pemilu seperti itu 
cenderung menciptakan blok-blok yang tegas batas-batasannya yang 
menjauh dari akomodasi antar-etnis. Meskipun ada kesepakatan umum 
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bahwa etnisitas merupakan faktor penting di banyak Negara, ada 
perdebatan cukup sengit tentang mengapa voter memilih berdasarkan 
etnis itu? Sebagian orang berpendapat bahwa voter memilih calon 
berdasarkan etnisnya karena mereka yakin bahwa calon ―mereka‖ akan 
melindungi (menjadi patron) merek.45 Karena itu, voting yang berdasarkan 
garis etnis tertentu sebagian tidak akan mendapatkan keuntungan 
patronase. Dengan cara ini, identitas etnis menawarkan informasi cepat, 
yang memberitahu voter bahwa memilih calon etnis atau partai etnis 
tertentu akan lebih memberikan keuntungan bagi pemilih daripada memilih 
calon atau partai dari kelompok etnis lain. Maka, pemilih yakin bahwa 
keuntungan akan lebih memungkinkan untuk diraih dengan cara 
menunjukkan solidaritas kepada komunitas. Dengan kata lain, mereka 
menyadarai ―bahwa hanya anggota kelompok etnis mereka sendiri yang 
dapat membela kepentingan kelompok etnis secara keseluruhan, dan 
bahwa anggota kelompok etnis lain tentu tidak akan membela mereka.46 
Atas dasar etnis seorang aktor dapat mempengaruhi perolehan 
suaranya dalam pemilukada. Suatu wilayah yang mempunyai 
keberagaman etnik, biasanya akan menonjol dalam pemilukada karena 
ketika dalam memilih seorang pemimpin masyarakat akan melihat latar 
belakang budaya yang dimiliki aktor tersebut baik dari segi etnik, bahasa, 
ras dan lain sebagainya. 
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Secara substansial pilkada yang diselenggarakan di ranah lokal 
tidak otomatis lebih mudah dari pada agenda-agenda pesta demokrasi 
yang telah lalu.Berbagai bentuk dan praktik kerawanan terhadap potensi 
konflik terus membayangi pelaksanaan pilkada karena berbagai sebab 
dan alasan, terutama yang berkaitan dengan tingginya potensi konflik atau 
kekerasan politik dalam pilkada.Hal yang paling centre adalah wacana 
mengenai etnisitas, isu-isu kedaerahan secara simbolis dan rasa sentimen 
dalam pilkada yang mengatasnamakan golongan atau kelompok semakin 
digaungkan.Masyarakat berada dalam posisi konsumtif yang dieksploitasi 
dengan membuka latar belakang, sejarah dan semakin mengerucut ke 
arah identitasnya.Disinilah ruang bagi hadirnya praktik kampanye yang 
bertumpukan pada isu-isu etnisitas, betapapun hal itu sulit dihindari. 
Penguatan sentimen ini dalam batas-batas tertentu bermakna 
positif, misalnya untuk menguatkan ikatan-ikatan sosial dalam masyarakat 
yang selama ini semakin terdegradasi karena terkikis oleh arus 
modernisme dan budaya materialisme.Namun disatu sisi berbagai bentuk 
sentimen yang melekat dalam alam sadar bawah manusia itu mudah 
sekali dibangkitkan atau ditumbuhkan untuk berbagai tujuan dan 
kepentingan.Oleh karena itu mereka yang merasa terikat dalam ikatan 
tertentu mudah sekali digerakkan atau dimobilisasi untuk tujuan politik 
seperti pilkada.Apalagi jika pelaksanaan pilkada itu dimaknai sebagai 
suatu ancaman terhadap kepentingan dan eksistensi kelompok tertentu. 
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Menguatnya isu etnisitas dalam pelaksanaan pilkada ini merupakan 
sesuatu yang tidak bisa dihindari.Hal ini dikarenakan pemaknaan etnis itu 
sendiri yang direpresentasikan sebagai identitas seseorang. Seperti yang 
diungkapkan oleh Koentjaraningrat etnis adalah kelompok sosial atau 
kesatuan hidup manusia yang mempunyai sistem interaksi, sistem norma 
yang mengatur interaksi tersebut, adanya kontinuitas dan rasa identitas 
yang mempersatukan semua anggotanya serta memiliki sistem 
kepemimpinan sendiri. Setiap orang pasti akan mengatakan bahwa latar 
belakang etnis yang dimilikinya merupakan identitas dari mana orang 
tersebut dan berasal.47 
2.6. Konsep Keterlibatan Politik (Political Engagement) 
Keterlibatan politik (political engagement atau political involvement) 
adalah sebuah konsep yang dipakai untuk menggambarkan partisipasi 
aktif dan kontinyu dengan kualitas dan tingkat intensitas yang tinggi dalam 
berpolitik. Sedangkan partisipasi dipandang memiliki spektrum yang 
sangat luas dengan kualitas dan tingkat intensitas yang rendah. Namun 
untuk memperoleh gambaran tentang keterlibatan politik perempuan, 
digunakan banyak teori partisipasi politik yang berdekatan dengan konsep 
keterlibatan tersebut. 
Keterlibatan politik (political engagement) merupakan salahsatu 
aspek keterlibatan kewarganagaraan (civic engagement) atau keterlibatan 
seorang individu dalam hal-hal kewarganegaraan, sedangkan aspek lain 
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keterlibatan kewarganegaraan berupa aspek sipi (civic) (Adler & Goggin, 
2005; Misa, Anderson,& Yamamura, 2005). Pembeda antara ketelibatan 
politik dan sipil terletak pada orientasi keduanya, ketelibatan politik 
berorientasi untuk mempengaruhi kondisi politik atau kebijakan 
pemerintah sementara keterlibatan sipil berorientasi untuk 
mengembangkan kualitas komunitas dan kemasyarakatan melalui 
kegiatan kerja sukarela, donasi, atau kegiatan lain (Misa, Anderson, & 
Yamamura, 2005). Meski kegiatan dan intensinya berbeda, kedua dimensi 
keterlibatan kewarganegaraan ini pada dasarnya merupakan bentuk 
kepedulian individu sebagai seorang warga negara yang bertujuan untuk 
meningkatkan kualitas sosial masyarakatnya. 
Dalam penelitiannya yang membandingkan tingkat keterlibatan 
politik pada pria dan wanita, Verba, Buns, dan Scholzman (1997) 
menyebutkan tiga element utama yang menjadikan indikator keterlibatan 
politik, yaitu ketetarikan politik (poltical interest), efikasi politik (pilitical 
efficacy) dan pengtahuan politik (political knowledge). Ketiga elemen 
tersebut dianggap saling berkaitan, individu yang memiliki ketertarikan dan 
informasi tentang politik, serta memiliki keyakinan (efikasi) bahwa 
partisipasi politiknya akan berpengaruh terhadap kondisi pemerintahan 
akan cenderung berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan politik secara 




Selain ketiga elemen tersebut, Verba, Buns, dan Scholzman (1997) 
menambahkan dua elemen lainnya, yaitu diskusi politik (political 
discussion) dan penggunaan media (medua usage) sebagai indikator 
tambahan untuk mengukur tingkat keterlibatan politik seseorang. Verba, 
Buns dan Scholzman menjelaskan bahwa kedua indikator terakhir bukan 
merupakan elemen psikologis melainkan elemen aktivitas politik, namun 
dapat dimasukkan sebagai indikator keterlibatan politik karena aktivitas 
politik berkaitan erat dengan ketiga elemen utama keterlibatan politik 
sebagai bentuk terbuka (overt) dari ketiga elemen tersebut. 
Penelitian lain yang memasukkan aktivitas politik sebagai salah 
satu elemen keterlibatan politik dilakukan oleh Solt (2004). Selain 
menggunakan ketertatikan politik, efikasi politik, dan pengtahuan politik 
seseorang. Solt menyertakan juga partisipasi dalam pemilihan umum ( 
participation in national election) yang notabene merupakan salah satu 
bentuk aktivitas politik sebagai tambahan indikator tingkat keterlibtan 
politik seseorang. 
Ketertarikan (interest) dan efikasi (efficacy) dalam elemen 
keterlibatan politik yang dikemukakan Verba, buns, dan Scholzman (1997) 
termasuk ke dalam aspek afeksi, sementara elemen pengtahuan 
(knowledge) merupakanaspek kognisi. Elemen-elemen termasuk tidak 
melibatkan aspek tingkah laku, aspek ini muncul dalam indikator diskusi 
politik (political discussion) dan penggunaan media (media usage) sebagai 
elemen tambahan keterlibatan politik yang dikemukakan Verbam Buns, 
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dan Scholzman, serta dalam elemen partisipasi dalam pemilihan umum 
yang dikemukakan Solt (2004). 
Peneliti melakukan elaborasi terhadap beragam pengertian serta 
elemen keterlibatan politik di atas, dan kemudian merumuskan 
keterlibatan politik (political engagement) sebagai elemen keterlibatan 
individu untuk mempengaruhi kondisi politik atau kebijakan pemerintah 
yang melibatkan elemen ketertarikan (interest), efikasi (efficacy), 
pengetahuan (knowledge), serta aktivitas (activity) sebagai salah satu 
bentuk kepeduliannya sebagai warga negara. Dari pengertian ini, peneliti 
membagi keterlibatan politik dalam empat dimensi, meliputi : 
1. Ketertarikan politik (political interest) 
2. Pengetahuan mengenai politik (political knowledge) 
3. Efikasi politik (political efficacy) 
4. Aktivitas politik (political activity) 
2.7. Kerangka Pemikiran 
Heterogenitas etnik atau Multi-kulturalisme mengisyaratkan 
pengakuan terhadap realitas keragaman kultural, yang berarti mencakup 
baik keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun 
agama, maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan (subkultur) yang 
terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat. 
Heterogenitas etnik di Kabupaten Luwu Timur menarik untuk 
dibahas karena hubungan antar etnis itu begitu terpolariasi atau mencair, 
jadi setiap ada proses yang berkaitan dengan proses politik, persoalan 
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etnisitas selalu dijadikan isu strategis untuk mempengaruhi pilihan politik 
dalam pertarungan  pilkada. Penulis memilih Kec. Tomoni sebagai lokus 
penelitian karena jumlah Masyarakat Transmigran di Kec. Tomoni lebih 
banyak dan beragam dibandingkan dengan beberapa kecamatan lainnya. 
Manusia sejak dilahirkan telah mempunyai identitas sendiri yakni 
identitas yang telah diberikan kepada orang tua kita yang telah terbentuk 
karena lingkungan yang mempengaruhi. Dari identitas tersebut akan 
membentuk suatu kelompok di masyarakat yang membedakan antara 
individu atau kelompok yang satu dengan yang lainnya. Dalam satu 
kelompok manusia, mereka mempunyai satu kesamaan dan tujuan yang 
sama dibandingkan dengan kelompok yang lain. 
Penulis akan melihat dari perspektif situasional dalam masyarakat 
transmigran yang berdomisili di Kecamatan Tomoni yang merupakan 
kawasan padat penduduk, yang dimana terdiri dari masyarakat multietnik 
yaitu Bugis, Bali, Jawa, Sunda, Pamona, Padoe, Sasak, Toraja. Dalam 
Pemilukada Luwu Timur 2015 yang dimenangkan oleh pasangan Ir.H. 










































3.1. Lokasi Penelitian 
 Lokasi penelitian ini telah dilaksanakan di wilayah kabupaten Luwu 
Timu, untuk lokasi yang lebih spesifik dalam penelitian ini telah 
dilaksanakan di Kecamatan Tomoni. Penulis memilih kecamatan Tomoni 
sebagai lokasi penelitian karena dari 11 kecamatan yang terdapat di Luwu 
Timur, Kecamatan Tomoni adalah Kecamatan yang paling heterogenitas 
etnik, yakni Bugis, Jawa, Bali, Sunda, Toraja, Sasak, Pamona, dan Padoe. 
3.2. Tipe dan Dasar Penelitian 
 Tipe dan dasar pada penelitian ini bersifat deskriftif-analisis yakni 
penelitian yang ditujukan agar dapat menggambarkan suatu fakta secara 
natural sesuai dengan data yang diperoleh dilapangan.Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang 
bertujuan untuk menghasilkan temuan atau kebenaran yang mendalam 
sehingga menghasilkan temuan data yang real sesuai dengan fakta yang 
terdapat dilapangan serta bersumber dari berbagai faktor yang 
mempengaruhi data tersebut yang sesuai dengan konteks kebenaran. 
Dasar penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah 
studi kasus yang menelaah suatu kasus dalam fase spesifik yang 
dilakukan secara intensif, mendalam dan komprehensif48. Penulis akan 
mengkaji secara mendalam hal apa saja yang berpengaruh serta 
                                                          
48
 Sanapiah Faisal,Format-Format Penelitian Sosial, (Jakarta:Rajawali Press,2005), hal.22 
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berhubungan dengan Heterogenitas Etnik dalam Pilkada Luwu Timur 
2015. 
3.3. Jenis Data Penelitian 
3.3.1. Data Primer 
 Penulis telah mendatangi setiap rumah informan dimanapun berada 
dan melakukan wawancara secara face to face untuk mendapatkan hasil 
yang falid dari informan secara lansung sehingga dalam menggambarkan 
hasil penelitian akan lebih mudah. Selain melakukan wawancara penulis 
juga telah melakukan observasi di Kecamatan Tomoni serta telah 
melakukan pengamatan dilingkungan masyarakat. 
3.3.2. Data Sekunder 
 Penulis telah melakukan telaah pustaka dengan mengumpulkan 
data dari berbagai sumber yang berkaitan erat dengan masalah etnisitas 
dalam Pemilukada Luwu Timur 2015 yang telah penulis dapatkan dari 
arsip-arsip seperti buku, jurnal, internet dan sumber lainnya yang 
berhubungan dengan penelitian. 
3.4. Teknik Pengumpulan Data 
3.4.1. Wawancara Mendalam 
 Penulis telah melakukan pengumpulan data dengan cara 
wawancara mendalam dengan informan secara face to face untuk 
memperoleh pemahaman dan informasi yang lebih jelas dan akurat sesuai 
dengan data yang dibutuhkan. Dengan cara, penulis telah mendengarkan 
secara seksama serta mencatat hal-hal yang penting dan menggunakan 
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alat perekam agar tidak terjadi kekeliruan dalam penulisan. Para informan 
yang telah diwawancarai yakni:  
1. Komunitas etnik Bugis 
2. Komunitas etnik Jawa 
3. Komunitas etnik Bali 
4. Komunitas etnik Sunda 
5. Komunitas etnik Pamona 
6. Komunitas etnik Sasak 
7. Komunitas etnik Padoe 
8. Tim kampanye kandidat terpilih 
9. Salah satu tim kampanye kandidat yang kalah  
3.4.2. Arsip/Dokumen 
Arsip atau dokumen mengenai berbagai informasi yang berkaitan 
dengan fokus penelitian merupakan sumber data yang penting dalam 
penelitian. Arsip atau dokumen yang dimaksud dapat berupa dokumen 
tertulis, gambar atau foto, film audio-visual, data statistik, tulisan ilmiah 
yang dapat mengembangkan data penelitian. Hal tersebut dapat 
mendukung kelengkapan dalam penelitian dan arsip yang dimaksudkan 
yakni penulis telah berusaha untuk mendapatkan data pemilih yang 
berbasis etnik dalam Pemilukada tahun 2015 di instansi-instansi yang 





3.5. Teknik Analisis Data 
 Analisis data dilakukan bersamaan atau hampir bersamaan dengan 
pengumpulan data.Pada tahap analisis data penulis telah melakukan 
beberapa tahap agar menghasilkan kesimpulan akhir yang baik dan 
mudah untuk dimengerti oleh pembaca. 
Pada tahap awal penulis telah melakukan proses pengumpulan 
data mentah, dengan menggunakan alat-alat yang perlu seperti alat 
perekam, alat tulis, serta alat-alat yang lain yang membantu dalam proses 
wawancara. Pada tahap ini penulis telah melakukan pula proses 
penyeleksian, penyederhanaan, pemfokusan dan pengabstraksian data 
dari data yang telah terkumpul. Proses ini telah penulis lakukan dengan 
lebih mudah pada saat penelitian karena telah membuat singkatan, 
kategorisasi, memusatkan tema serta menentukan batas-batas 
permasalahan yang diajukan kepada para informan. Reduksi data 
diperlukan sebagai analisis yang akan menyeleksi, mempertegas dan 
membuat fokus serta membuang hal-hal yang tidak penting dan mengatur 
secara tersusun sesuai tema sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan. 
 Pada tahap selanjutnya, setelah penulis memperoleh data hasil 
wawancara yang berupa rekaman, catatan dan pengamatan lainnya, 
penulis telah melakukan transkrip data dari hasil data yang didapatkan 
dilapangan dalam bentuk tulisan yang lebih teratur dan 
sistematis.Kemudian setelah penulisan telah selesai disusun, penulis 
kembali telah melakukan check terakhir dengan membaca berulang-ulang 
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agar tidak ada kekurangan dalam huruf tulisan serta mengamati hasil 
tulisan yang telah selesai untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan 
bagus. 
 Tahap selanjutnya penulis melakukan sajian data yakni suatu 
susunan informasi yang memungkinkan kesimpulan penelitian dapat 
dilakukan. Dengan melihat sajian data, penulis dapat lebih memahami 
berbagai hal yang terjadi dan memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu 
pada analisis maupun tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. 
Sajian data diperoleh dari hasil interpretasi, usaha memahami, dan 
analisis data secara mendalam terhadap data yang telah direduksi, 
dikategorisasi dan dicheck akhir antara satu sumber data dengan sumber 
data yang lainnya. Sajian data yang baik dan jelas sistematikanya 
akanmudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca. 
 Pada tahap akhir penulis melakukan penyimpulan akhir, penulis 
telah membaca ulang dari data awal yang telah didapatkan sampai data 
terakhir yang diperoleh agar dalam penyimpulan akhir tidak terjadi 
kekeliruan dan masih menjurus pada pokok permasalahan yang telah ada 
pada rumusan masalah.Pada tahap penyimpulan akhir, penulis telah 
mengulang langkah satu sampai enam berkali-kali, sebelum mengambil 
kesimpulan akhir dan mengakhiri penelitian. Penelitian berakhir ketika 
penulis sudah merasa bahwa data sudah jenuh (saturated) dan setiap 





GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
4.1 Kronologi pemekaran Kabupaten Luwu Timur 
Kerinduan untuk membentuk suatu daerah otonom sendiri 
telah terwujud oleh masyarakat di wilayah Ex Onder Afdeling Malili 
atau bekas Kewedanaan Malili, Kabupaten Luwu Timur yang 
terbentang dari Kecamatan Burau di sebelah barat hingga Kecamatan 
Towuti di sebelah timur, membujur dari Kecamatan Mangkutana di 
sebelah utara hingga Kecamatan Malili di sebelah selatan, diresmikan 
berdiri pada tanggal 3 Mei 2003. 
Perjalanan panjang pembentukan kabupaten ini, terangkai 
suka dan duka bagi para penggagas dan penginisiatif yang akan 
menjadi kenangan yang tak akan terlupakan sepanjang masa. 
Semuanya telah menjadi hikmah yang dapat dipetik pelajaran dan 
manfaat tak ternilai guna kepentingan membangun daerah ini pada 
masa depan. Secara kronologis, sekilas perjalanan panjang itu, dapat 
dilukiskan sebagai berikut49: 
a. Kisaran Tahun 1959 
Pada awal Tahun 1959, situasi ketentraman dan 
keamanan pada hampir seluruh kawasan ini, sangat mencekam 
dan memprihatinkan akibat aksi para gerombolan pemberontak 
yang membumihanguskan banyak tempat, termasuk kota Malili. 
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Gagasan pembentukan kabupaten pun merebak dan 
diperjuangkan. Sebagai dasar utamanya, secara sangat jelas 
termaktub dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (L.N. 1959 
Nomor 74 TLN Nomor 1822) yang mengamanatkan bahwa 
semua Daerah Eks Onder-Afdeling di Sulawesi Selatan, termasuk 
di antaranya bekas Kewedanaan Malili akan ditingkatkan 
statusnya menjadi Kabupaten. Namun pada realitas, ternyata 
terdapat 3 Daerah Ex Onder Afdeling yakni Malili, Masamba dan 
Mamasa. 
b. Kisaran Tahun 1963 
Harapan kembali berkembang, ketika dikeluarkan Resolusi 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD –GR) 
Daerah tingkat II Luwu di Palopo, Nomor 7/Res/DPRD-GR/1963 
tanggal 2 Mei 1963, yang menyetujui Ex Onder Afdeling Malili 
menjadi Kabupaten 
c. Kisaran Tahun 1966 
Berdasarkan laporan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 
pada sidang seksi Pemerintahan V tanggal 2 Mei 1966, dihasilkan 
kesimpulan sepakat untuk menyetujui tuntutan masyarakat Ex 
Kewedanaan Malili menjadi Daerah Tingkat II dengan nama 
Kabupaten Malili dengan Ibukota di Malili. dilanjutkan pada 
Paripurna VI DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 9 Mei 1966 
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disetujui Ex Kewedanaan Malili menjadi Kabupaten. Beberapa 
bulan kemudian dilakukan pertemuan antara perwakilan penuntut 
dan penggagas Kabupaten yang diprakarsai oleh Ikatan Keluarga 
Eks Kewedanaan Malili (IKMAL) dengan Gubernur Sulawesi 
Selatan, tepatnya pada tanggal 29 Agustus 1966, Gubernur 
Sulawesi Selatan pada waktu itu Achmad Lamo menyatakan: 
―Sebenarnya Malili menjadi Kabupaten tinggal menunggu waktu 
saja ―. Pada tanggal 8 Oktober 1966 Panitia Persiapan 
Pembentukan Daerah Tingkat II Malili dan Masamba menghadap 
Sekjen Depdagri pada waktu itu (Soemarman, SH). Pada 
pertemuan itu, Sekjen berjanji akan mengirimkan Tim ke Daerah 
yang bersangkutan. 
d. Kisaran Tahun 1999 
Pada awal tahun 1999, Menindaklanjuti aspirasi 
pemekaran Kabupaten Luwu yang beragam, maka DPRD 
Provinsi Sulawesi Selatan melalui Surat Keputusan DPRD 
Provinsi TK. I Sulawesi Selatan Nomor 21/III/1999, dijelaskan 
pada pasal 2 sebagai berikut ; ―Mengusulkan Kepada Pemerintah 
Pusat untuk selain menyetujui  Pemekaran Daerah TK. II Luwu 
menjadi 2 ( Dua ) kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara‖. 
Kemudian dibuktikan dengan digelarnya Pertemuan Akbar 
masyarakat Ex Kewedanaan Malili pada tanggal 18 Maret 2000 di 
Gedung pertemuan Masyarakat Malili yang menghasilkan 
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rekomendasi tentang pembentukan Kabupaten Luwu Timur 
dengan membentuk Panitia Persiapan Pembentukan Kabupaten 
Ex Kewedanaan Malili yang hasilnya telah diusulkan melalui surat 
Nomor 005/PP-Alu/2000 tanggal 20 April 2000 Tentang Usul 
Pemekaran Luwu Utara kepada Bupati Luwu Utara dan Ketua 
DPRD Kabupaten Luwu Utara. Dalam menindaklanjuti aspirasi 
masyarakat Luwu Timur maka lahirlah keputusan DPRD Luwu 
Utara mengeluarkan SK tentang Pembentukan Pansus dan SK 
Nomor 04 Tahun 2001 Tanggal 31 Januari 2001 Tentang 
persetujuan pemekaran Kabupaten Luwu Utara menjadi 2 ( dua ) 
wilayah Kabupaten Luwu Utara dan Kabupaten Luwu Timur, yang 
merupakan prakarsa hak inisiatif DPRD Luwu Utara.  
Usulan diatas kemudian direspon oleh Pemerintah 
Kabupaten Luwu Utara sesuai ketentuan dan mekanisme yang 
ditetapkan dalam PP. 129 Tahun 2000 tentang persyaratan 
pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan dan 
penggabungan daerah, yakni dengan melanjutkan keputusan 
DPRD Kabupaten Luwu Utara tentang Persetujuan terhadap 
Pembentukan ex Kewedanaan Malili menjadi Kabupaten Luwu 
Timur, kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan melalui surat 





e. KisaranTahun 2002 – 2003 
Berdasarkan Keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 6 Tahun 2002 tanggal 24 Mei 2002, tentang Persetujuan 
usul pemekaran Luwu Utara.Gubernur Sulawesi Selatan 
menindaklanjuti dengan mengusulkan pembentukan Kabupaten 
Luwu Timur dan Mamuju Utara kepada Menteri Dalam Negeri 
melalui Surat Nomor 130/2172/Otoda tanggal 30 Mei 2002. 
Akhirnya, aspirasi perjuangan masyarakat Luwu Timur 
yang diperjuangkan selama 44 tahun telah mencapai titik 
kulminasi yaitu atas persetujuan bersama Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia 
dengan disahkannya Undang - Undang Republik Indonesia 
Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 25 Februari 2003, Tentang 
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju 
Utara di Provinsi Sulawesi Selatan. Berdasarkan Undang - 
Undang tersebut, Gubernur Sulawesi Selatan, atas nama 
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia pada tanggal 3 Mei 
2003 telah meresmikan sekaligus melantik penjabat Bupati 






4.2 Letak Geografis dan Luas Wilayah 
Kabupaten Luwu Timur secara geografis terletak pada 
koordinat antara 20 15‘ 00‘‘ – 30  Lintang Selatan dan 1200 30‘ 00‘‘ 
sampai 1210 30‘00‘‘ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Luwu 
Timur adalah 694.488 ha atau 6.944,88 km2 . 
Letak Kabupaten Luwu Timur pada Pulau Sulawesi sangat 
strategis sehingga dapat menjadi wilayah penghubung bagi wilayah 
Hinterland, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang memiliki 
kekayaan sumber daya alam.Pada masa datang, Kabupaten Luwu 
Timur diharapkan dapat berfungsi sebagai service region dan 
marketing outlet bagi kabupaten-kabupaten di sekitarnya.  
Kedudukannya yang berada pada ―jalur lintas‖ trans Sulawesi 
dan ―wilayah perbatasan‖ seperti ini, sesungguhnya membawa 
peluang dan tantangan kepada daerah ini menjadi kawasan industri 
dan perdagangan strategis di masa depan. Posisinya yang berada di 
relung pesisir Teluk Bone, dapat menjadikan Kabupaten Luwu Timur 
sebagai pusat distribusi dan akomodasi barang dan jasa, dengan 
membuka aksesbilitas dan mengembangkan kerjasama fungsional 
dengan wilayah-wilayah sekitar, terutama dengan daerah-daerah 
yang memiliki bahan baku dan komoditi ekonomis karena sumber 
daya alam yang tersedia pada daerah dan wilayah tersebut dan 
potensi ini yang menjadi alasan pendorong untuk datangnya 
komunitas lain dari luar kabupaten Luwu Timur 
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Selain itu, bila ditinjau dari wilayah Nasional, di kabupaten 
Luwu Timur terdapat Kawasan Strategis Nasional, yaitu KSN 
Sorowako dan sekitarnya yang menjadi sentra penambangan PT. 
Vale Indonesia, Tbk. Penetapan KSN Sorowako mengacu pada 
pertimbangan kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan 
teknologi tinggi, serta mempunyai pengaruh luas terhadap 
pembangunan ekonomi sampai ke tingkat nasional, terutama karena 
Kontrak Karya (KK) yang ditanda tangani oleh Presiden RI (Soeharto, 
kala itu) baru berakhir tahun 2025. 
4.3 Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur 
Desa yang ada di setiap kecamatan adalah Kecamatan Burau 
(18 desa), Wotu (16 desa), Tomoni (12 desa dan 1 kelurahan), 
Angkona (10 desa), Malili (14 desa, 1 kelurahan dan 2 UPT ), Towuti 
(18 desa), Nuha (4 desa dan 1 kelurahan), Mangkutana (11 desa), 


















Tabel 1  









(Ha) (%) thd 
total 
(Ha) (%) thd total 
Burau 18 25.623 3.69 534.336 12.99 
Wotu 16 13.052 1.88 449.526 10.93 
Tomoni 13 23.009 3.31 404.184 9.82 
Tomoni 
Timur 
8 4.391 0.63 224.928 5.47 
Angkona 10 14.724 2.12 391.974 9.53 
Malili 21 92.120 13.26 463.122 11.26 
Towuti 18 182.048 26.21 413.49 10.05 
Nuha 5 80.827 11.64 354.882 8.63 
Wasuponda 6 124.400 17.91 276.342 6.72 
Mangkutana 11 130.096 18.73 421.74 10.52 
Kalaena 7 4.198 0.60 179.652 4.37 
Sumber: Luwu Timur dalam angka 2013  
Visi dari Kabupaten Luwu Timur adalah― Keberlanjutan 
pemerintahan, pembangunan dan pelayanan public di Kabupaten 
Luwu Timur menuju kabupaten agro industri tahun 2015‖.Upaya 
mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka  misi  pembangunan 
daerah Kabupaten Luwu Timur dalam lima tahun ke depan adalah : 
a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan kepemerintahan dan 
pelayanan publik yang sebaik-baiknya. 
b. Memperkuat kompetensi dan kapasitas sumberdaya manusia di 
daerah untuk dapat menjadi handal, berdayaguna, berhasilguna 
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untuk selanjutnya dapat meningkatkan partisipasi dalam 
kemajuan daerah. 
c. Menjaga suasana kebersamaan antar komponen warga agar 
tetap harmonis, tertib dan aman guna menunjang hidup dan 
kehidupan masyarakat yang lebih maju dan bermartabat dalam 
kesesuaian tatanan nilai-nilai budaya luhur dan tuntunan 
agama. 
d. Melanjutkan momentum dan meningkatkan kualitas 
pembangunan daerah dengan memperluas aksesibilitasdan 
meningkatkan daya saing daerah untuk mengantisipasi 
perkembangan situasi perekonomian nasional dan internasional, 
melalui industrialisasi perdesaan dan agroindustri.50 
Gambar. 1. Peta Kabupaten Luwu Timur 
 
Sumber : Peta google map Kabupaten Luwu Timur  
                                                          
50
http://www.luwutimurkab.go.id/lutim3/diakses pada tanggal 25 april 2016 
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4.4 Keadaan Penduduk Luwu Timur 
Secara administrasi, Kabupaten Luwu Timur terdiri atas 11 
(sebelas) kecamatan yaitu Burau, Wotu, Tomoni, Angkona, Malili, 
Towuti, Nuha, Mangkutana, Kalaena, Tomoni Timur, dan Wasuponda 
dengan jumlah keseluruhan 124 desa, 3 kelurahan, dan 2 UPT.51 
Kabupaten Luwu Timur merupakan daerah hasil pemekaran 
dari Kabupaten Luwu Utara.  Secara definitif Kabupaten Luwu Timur 
yang beribukota di Malili terbentuk  pada tahun 2003 berdasarkan 
Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2003 dan 
diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tanggal 3 Maret 2003.  
Tabel 2  
Data Penduduk Kabupaten Luwu Timur  
 
NO. KECAMATAN JUMLAH PENDUDUK TOTAL 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 
1 MANGKUTANA 11.470 10.908 22.378 
2 NUHA 12.337 10.794 23.131 
3 TOWUTI 17.006 14.982 31.988 
4 MALILI 19.948 18.257 38.205 
5 ANGKONA 12.450 11.716 24.166 
6 WOTU 15.912 15.491 31.403 
7 BURAU 17.819 17.210 35.029 
8 TOMONI 11.957 11.496 23.453 
9 TOMONI TIMUR 6.553 6.083 12.636 
10 KALAENA 5.582 5.322 10.904 
11 WASUPONDA 11.351 9.975 21.326 
  LUWU TIMUR 142.385 132.234 274.619 
 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur 2015 
                                                          
51
Luwu Timur dalam Angka 2014 
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Luwu Timur dihuni oleh penduduk dari berbagai etnik dengan 
jumlah penduduk berdasarkan data desa tahun 2013 mencapai 274.619 
jiwa yang tersebar di 11 kecamatan.  Kabupaten Luwu Timur dihuni oleh 
penduduk dari berbagai etnik. Diantaranya etnik Jawa, Bugis, Toraja, Bali, 
Pamona, Padoe, Sunda, Sasak, Madura, Dayak, Tionghoa, dan etnik 
Batak. Sejauh ini jumlah penduduk yang terbesar berasal dari etnik Jawa 
dan Bugis masing – masing sebanyak 41 persen dan 34 persen, 
menyusul etnik Toraja sebanyak 9 persen, etnik bali sebanyak 5 persen, 
etnik Pamona 3 persen, etnik Padoe 3 persen, kemudian sisanya 3 persen 
terbagi untuk etnik Sunda, sasak dan Madura, dan selanjutnya etnik – 
etnik lain dalam jumlah yang relatif kecil seperti etnik Dayak, etnik 
Tionghoa dan etnik Batak sebanyak 2 persen. 
Gambar 2 : Data pendudukan Kabupaten Luwu Timur 
Berdasarkan Etnik 
 



















4.5 Profil Singkat Kecamatan Tomoni 
Kecamatan Tomoni memiliki luas wilayah 230,09 km2 atau 
sekitar 3,31 persen dari total luas wilayah Kabupaten Luwu Timur.52 
Kecamatan yang terletak di sebelah barat ibukota Kabupaten Luwu 
Timur ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Mangkutana di 
sebelah utara. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Tomoni 
Timur. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Wotu dan 
Burau dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Luwu 
Utara.  
Kecamatan Tomoni secara Geografis terletak pada 2° 20‘ 55‖ - 
2° 32‘ 05‖ Lintang Selatan dan 120° 33‘ 30‖ - 120° 50‘ 15‖ Bujur 
Timur. Kecamatan Tomoni terdiri dari 12 desa dan 1 kelurahan yang 
seluruh desa/kelurahannya berstatus desa definitif. Wilayah 
Kecamatan Tomoni adalah daerah yang seluruh desanya merupakan 
wilayah bukan pantai. Secara topografi wilayah Kecamatan Tomoni 
sebagian besar daerahnya merupakan daerah datar.Terdapat satu 









                                                          
52
http://www.luwutimurkab.go.id/lutim/index.php?option=com_content&view=article&id=429&
Itemid=303 diakses pada tanggal 25 April 2016 
61 
 
Gambar 3. Kecamatan Tomoni 
 
Sumber : Bappeda Luwu Timur  2011 
4.5.1 Pemerintahan Kecamatan Tomoni 
Pada tahun 2013 di Kecamatan Tomoni terdapat 53 dusun 
dengan 126 RT. Sampai dengan tahun 2013 tercatat sebanyak 71 
orang pegawai negeri sipil (PNS) di lingkup Kecamatan Tomoni. 
Dari jumlah tersebut sebanyak 56 persen (40 orang) merupakan 
PNS golongan II, 39 persen (28 orang) golongan III dan masing-
masing sebanyak 3 dan 2 persen merupakan golongan IV dan 
golongan I.  
Berdasarkan Tingkat pendidikannya, PNS di lingkup 
Kecamatan Tomoni sebagian besar merupakan lulusan pendidikan 
tinggi. Dari 71 pegawai yang ada terdapat 37 pegawai atau sekitar 
52 persen lulusan S1, 21 pegawai merupakan lulusan Diploma atau 
sekitar 30 persen, sebanyak 10 pegawai atau 14 persen 
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merupakan lulusan S2, sisanya sekitar 4 persen merupakan lulusan 
SLTA. 
Tabel  3 
Luas Wilayah Kecamatan Tomoni 
 







1 TADULAKO 15,45 6,71 v – 
2 BANGUN KARYA 34,15 14,84 v – 
3 LESTARI 15,66 6,81 v – 
4 BAYONDO 28,15 12,23 v – 
5 BERINGIN JAYA 3,75 1,63 v – 
6 MANDIRI 2,32 1,01 v – 
7 SUMBER ALAM 30,00 13,04 v – 
8 UJUNG BARU 73,80 32,07 v – 
9 KALPATARU 6,24 2,71 v – 
10 TOMONI 2,00 0,87 v – 
11 BANGUN JAYA 3,64 1,58 v – 
12 MULYASRI 14,93 6,49 v – 
13 RANTE MARIO 3,04 1,32 v – 
 JUMLAH 230,09 100,00 13 0 






4.5.2 Keadaan Penduduk Kecamatan Tomoni 
Kepadatan penduduk di Kecamatan Tomoni tahun 2013 
tergolong tinggi yaitu sekitar 102 orang per kilometer persegi, jauh 
berada di atas rata-rata Kabupaten Luwu Timur yang berkisar 39 
orang per kilometer persegi. Desa yang terpadat penduduknya 
adalah Desa Tomoni dengan kepadatan 1.487 orang per kilometer 
persegi, sedang paling rendah adalah Desa Ujung Baru dengan 
kepadatan sekitar 14 orang per kilometer persegi. 
Jumlah penduduk di Kecamatan Tomoni sebanyak 23.453 
orang yang terbagi ke dalam 5.253 rumah tangga dengan rata-rata 
penduduk dalam satu rumahtangga sebanyak 4 orang. Pada tahun 
yang sama jumlah laki-laki lebih banyak dengan perempuan. Laki-
laki sebanyak 11.957 orang dan perempuan sebanyak 11.496 
orang, sehingga rasio jenis kelaminnya sebesar 104,83 yang 
artinya dari 100 wanita terdapat sekitar 105 laki-laki. 
Kecamatan Tomoni dihuni oleh penduduk dari berbagai etnik 
yang tersebar dalam 13 kelurahan atau desa.  Kecamatan Tomoni 
dihuni oleh penduduk dari berbagai etnik. Diantaranya etnik Bugis, 
Jawa, Toraja, Padoe, Pamona, Sasak, Bali, Tionghoa, Sunda dan 
etnik Batak. Sejauh ini jumlah penduduk yang terbesar berasal dari 
etnik Jawa dan Bugis masing – masing sebanyak 41 persen dan 39 
persen, menyusul etnik Toraja sebanyak 9 persen, etnik Pamona 
sebanyak 4 persen, etnik Padoe sebesar 3 persen, etnik Sunda 
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sebesar 2 persen, selanjutnya etnik – etnik lain dalam jumlah yang 
relatif kecil seperti etnik Bali, Sasak dan etnik Tionghoa sebanyak 2 
persen. 
 
Gambar 4 : Data Penduduk Kecamatan Tomoni Berdasarkan Etnik 
 
Sumber : Data setiap Desa di Kecamatan Tomoni 2015 
Kehidupan masyarakat Kecamatan Tomoni dapat menjadi 
cerminan dari Bhineka Tunggal Ika, dimana kehidupan bermasyarakat 
tetap berjalan dengan baik walaupun terdapat banyak etnik di dalamnya. 
Seperti penempatan tempat tinggal yang masih berbaur antar etnik, sikap 
gotong royong dan kehidupan sehari-hari yang tidak mengenal adanya 
batas etnisitas namun dalam perkawinan terdapat kecenderungan untuk 
mengikat tali suci sesuai antar sesama etnis. 
4.6 Pemilihan Umum Kepala Daerah Luwu Timur Tahun  2015 
Terdapat berbagai macam temuan dan pendapat terkait posisi 
etnis dalam Pilkada, ada yang menyatakan bahwa faktor etnis sangat 











BALI, TIONGHOA DAN SASAK
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juga yang menyatakan, faktor etnis tidak terlalu mempengaruhi perilaku 
pemilih dalam proses Pilkada. 
Fenomena sosial seperti ini tidak terlepas dari suatu fakta bahwa 
keberagaman masyarakat memang terbangun secara sosio-kultural yang 
kemudian membentuk suatu pengelompokan yang didasarkan atas 
kesamaan kultur yang memiliki karakteristik berbeda-beda. Karakteristik 
kultur tersebut memiliki perbedaan antara kelompok masyarakat yang 
satu dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Hal ini terjadi karena 
kultur adalah sebuah model. Artinya kultur bukan sekumpulan adat 
istiadat dan kepercayaan yang tidak ada artinya sama sekali. Kultur 
adalah suatu yang disatukan dan sistem-sistem yang tersusun dengan 
jelas.Adat istiadat, institusi, kepercayaan dan nilai-nilai adalah sesuatu 
yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. 
Pelaksanaan Pilkada yang telah dilangsungkan di Kabupaten Luwu 
Timur menggambarkan perimbangan etnis yang ada, yaitu eksistensi 
antara tiga suku (etnis) yang dominan, yaitu Bugis, Toraja, dan Jawa. Di 
wilayah tersebut, muncul calon yang berasal dari etnis berlainan.Kondisi 
seperti itu akan dilihat apakah pemilih cenderung untuk memilih kandidat 
yang mempunyai etnis sama dengan dirinya. Terdapat beberapa 
daerah/wilayah yang merupakan kumpulan komunitas masyarakat yang 
terbentukatas dasar sistem kekerabatan dan paguyuban berdasarkan 
keturunan (gemeinschaft by blood), dan yang menjadi pemuka 
masyarakat tersebut berasal dari keluarga/kerabat asli keturunan 
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dariorang yang dipandang terkemuka dari segi sosial ekonomi atau 
terkemuka karena ketokohannya, sehingga warga masyarakat seringkali 
menyandarkan diri dan sikapnya terhadap pemuka/tokoh masyarakat 
tersebut. 
Pasangan Nomor Urut 3 Menang dengan persentase 61,74 % dan 
pada posisi kedua Pasangan No. Urut 1  H. Nur Husein  dan Esra Lamban 
dengan perolehan suara 33,49 % dan posisi terakhir pasangan nomor urut 
2 dengan perolehan suara 4,77% kemenangan pasangan nomor urut 3 ini 
terjadi karena program-program kerja unggulan yang ditawarkan oleh 
pasangan nomor urut 3.Harapan masyarakat Luwu Timur, dengan 
terpilihnya bupati dan wakil bupati yang baru semoga bisa menjadikan 
Luwu Timur semakin baik. 
Gambar 5. Hasil Rekapitulasi dari KPU
 
Data Masuk :..........................100%................................(436 dari 436 TPS) 





1. Drs. H. M. Nur  Husain dan
Drs. Esra Lambang dengan
45327 Suara
2. Dr. H. Badaruddin AP, ST,
MM, M.AP dan Andi Baso
Makmur, SE dengan 6452
Suara
3. Ir. H. Muh.Thoriq Husler dan




Keadaan di lapangan ditemukan bahwa dalam proses pemilihan 
kepada daerah Luwu Timur tahun 2015 masyarakat cenderung memilih 
lebih melihat hasil kinerja dari calon-calon yang maju dalam pilkada dan 
sosok figure calon, masyarakat memilih berdasarkan kinerja dari 
pasangan calon dan sudah tidak melihat adanya kesamaan maupun 
perbedaan suku ataupun agama. 
Pendekatan situasional cenderung digunakan oleh Husler-Irwan 
dalam Pilkada, hal ini dapat dilihat dari pola dan strategi yang digunakan 
oleh pasangan tersebut, Husler-Irwan membangun komunikasi yang baik 
dengan masyarakat. 
Arena pilkada memberi kesempatan pada kita untuk melihat lebih 
dalam kaitan antara etnis dengan perilaku pemilih. Berbeda dengan 
pemilihan legislatif atau presiden (Nasional), kandidat yang maju dalam 
pilkada kemungkinan lebih banyak menggunakan isu dan sentimen etnis. 
Politisasi etnis nampak pernah juga menjadi kekhawatiran kalangan elit 
menjelang pilkada Luwu Timur. Kendatipun efektifitas dan signifikansi 
populisi etnis masih menjadi perdebatan, namun isu etnisitas menjadi 
kekhawatiran utama kalangan elit politik di Luwu Timur. 
Pada pemilihan kepada daerah Luwu Timur tahun 2015, Visi dan 
Misi dari pasangan calon menjadi salah satu hal yang diperhatikan oleh 
masyarakat untuk menentukan pilihan politiknya, disamping hal tersebut 
kedekatan dengan masyarakat yang menjadi pertimbangan pemilih dalam 
memilih. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa dibutuhkan pendekatan 
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situasional untuk meraih posisi kekuasaan. Pilkada Luwu Timur tahun 
2015 juga menunjukkan bahwa pendekatan primordial tidak selamanya 
dijadikan alat untuk meraih posisi kekuasaan, hal tersebut tergambarkan 
dengan jelas pada penelitian ini, di mana masyarakat maupun calon 






















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Munculnya politik etnis diawali tumbuhnya kesadaran orang yang 
mengidentikkan diri  ke dalam salah satu kelompok etnis tertentu, yang 
kesadaran itu memunculkan solidaritas kelompok. Identifikasi identitas 
etnik sebagaimana lazim terjadi pada masyarakat yang multietnik 
senantiasa tergantung pada situasi dan konteks dimana seseorang 
berada.Konteks politik di wilayah yang multietnik, terutama pada pilkada, 
identifikasi identitas etnik menjadi kemestian.Mengidentifikasi seseorang 
berdasarkan etnik adalah bagian dari perilaku dan tindakan komunikasi 
baik dalam aktifitas dan peran politik maupun dalam kehidupa sosial 
secara umum, terutama dalam rangka menarik simpati calon pemilih, 
meningkatkan popularitas dan tujuan politik lainnya.Keadaan ini jika 
dicermati relevan dengan asumsi situasional ethnicity. 
Politik Etnis adalah tindakan politik yang diarahkan dengan 
menggunakan etnis sebagai kekuatan politik. Etnis dapat menjadi sebuah 
dukungan moral dalam penentuan pilihan politik. Kegiatan politik tidak 
dapat disangkaldisamping segi-segi yang formal juga mencakup segi-segi 
yang kultur suatu masyarakat yang melekat pada perilaku suatu suku 
bangsa, hal ini disebabkan karena publik mencerminkan tabiat perilaku 
kelompok masyarakat. Tidak heran jika dalam realitas sehari-hari sering 
kali berhadapan dengan banyak kegiatan yang berhubungan dengan 
masalah keberadaan suatu kelompok etnis. 
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Hubungan identitas etnik dengan pilihan politik pemilih dalam 
pemilihan kepala daerah Luwu Timur  tahun 2015 
Sub bab ini akan menjelaskan bagaimana hubungan identitas entik 
dengan pilihan politik pemeilih dalam pilkada Luwu Timur tahun 2015. 
Untuk menjelaskan bagaimana gambaran indentitas etnik pemilih di 
Kabupaten Luwu Timur khususnya di Kecamatan Tomoni dalam Pilkada 
tahun 2015. 
5.1 Multikulturalisme dalam Pilkada Luwu Timur tahun 2015 
Multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas 
keragaman kultural, yang berarti mencakup baik keberagaman tradisional 
seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama, maupun keberagaman 
bentuk-bentuk kehidupan (subkultur) yang terus bermunculan di setiap 
tahap sejarah kehidupan masyarakat53. Hal tersebut dapat dilihat dengan 
keberagaman suku yang hidup bersama seperti suku Bugis, suku Toraja, 
suku Jawa, suku Bali, suku Madura, suku Sunda, dan terdapat suku 
lainnya dengan Agama yang bermacam pula seperti Nasrani, Hindu, 
Budha, dan Islam. Leonar Bongga mengatakan bahwa : 
“suku jawa, suku sunda dan suku bali merupakan angkatan 
transmigrasi di tahun 1980-an serta pada masa penjajahan 
merupakan tenaga rodi belanda di tahun 1930 –an yang hingga 
kini menjadi penduduk tetap yang ikut membagun dan memajukan 
daerah Luwu Timur. Suku jawa paling banyak jumlahnya yaitu 
sekitar 30 persen dari total penduduk."54 
 
                                                          
53
 Azra, Azyumardi.2007.identitas dan krisis budaya: membangun multikulturalisme Indonesia 
54Tiga puluh Persen Penduduk di Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan Merupakan Suku 




Multikuluralisme dikatakan Horace Kallen, bahwa kelompok-
kelompok etnis atau ras yang berbeda tersebut malah harus di dorong 
untuk mengembangkan sistem mereka sendiri dalam kebersamaan, 
memperkaya kehidupan masyarakat majemuk mereka atau sering dikenal 
dengan istilah pluralisme kebudayaan. Hal serupa ditemukan pada 
masyarakat di Luwu Timur khususnya di Kecamatan Tomoni, sebab 
penulis menemukan di lapangan bahwa multikultural yang terjadi di Luwu 
Timur tidak lepas dari usaha yang dilakukan oleh masyarakatnya untuk 
melebur dengan berbagai etnis, untuk menjamin kelangsungan kehidupan 
mereka. Demikian juga yang dikatakan oleh Parekh mengenai model-
model multikulturalisme, Parekh mengatakan multikulturalisme 
kosmopolitan, yaitu masyarakat plural yang berusaha menghapus batas-
batas kultural sama sekali untuk menciptakan sebuah masyarakat tempat 
setiap individu tidak lagi terikat kepada budaya tertentu, sebaliknya secara 
bebas terlibat dalam percobaan-percobaan interkultural dan sekaligus 
mengembangkan kehidupan kultural masing-masing55. 
Penulis menggunakan konsep yang ditawarkan oleh Parekh karena 
dianggap paling relevan dengan penemuan penulis di lapangan. Hal 
tersebut dapat dilihat dengan hasil wawancara yang telah penulis lakukan 
pada salah satu tokoh etnik Bugis yaitu Lukman56 , dalam wawancara 
mengatakan bahwa : 
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“kalau disini sudah tidak melihat adanya persamaan suku, etnis, 
agama dek. Karna kalau begitu pasti kacau bahkan disini ada yang 
saudaranya jadi caleg tapi dia tidak pilih karna dia tidak suka”. 
 
Berdasarkan hasil wawancara Lukman diatas menunjukkan bahwa 
masyarakat di Kabupaten Luwu Timur khususnya masyarakat Kecamatan 
Tomoni itu sudah menganggap bahwa perbedaan suku, etnis, dan agama 
bukan lagi menjadi penghalang dalam kehidupan sosial maupun politik. 
Politik identitas juga sering digunakan oleh para pemimpin sebagai 
retorika politik dengan sebutan kami bagi ―orang asli‖ yang menghendaki 
kekuasaan dan mereka bagi ―orang pendatang‖ yang harus melepaskan 
kekuasaan. Politik identitas dijadikan sekedar alat manipulasi bagi 
penguasa untuk menggalang suara guna memenuhi kepentingan ekonomi 
dan politiknya57. Namun, penulis menemukan hal yang sedikit berbeda 
pada Pemilihan Kepala Daerah di Luwu Timur pada Tahun 2015, 
dikarenakan pasangan Husler-Irwan tidak pernah mengangkat isu 
ataupun kampanye yang menyangkut masalah suku, agama, dan ras 
dalam kampanyenya, hal tersebut diperkuat dengan pernyataan yang 
dikeluarkan oleh informan, yakni Jaya selaku tim kampanye dari pasangan 
Husler Irwan yang mengatakan: 
“Selama ini dia (Husler-Irwan) tidak pernah membeda-bedakan 
mana masyarakat miskin dan kaya.Kalau memang mau dipikir-pikir 
pak Husler memang bukan asli Luwu Timur, jadi dalam baliho tidak 
ada kemarin kita bahas soal putra daerah. Pak Husler itu adalah 
calon yang paling tidak ada uangnya, malah kami yang tim sukses 
yang kumpul-kumpul uang”.58 
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Hasil wawancara penulis dengan informan di atas dapat 
menggambarkan bahwa, pada Pemilihan Kepala Daerah Luwu Timur 
pada Tahun 2015 khususnya pasangan Husler-Irwan tidak sama sekali 
mengangkat isu suku sebagai alat peraih suara mereka untuk 
memanipulasi masyarakat (pemilih). 
 Adapun, hasil wawancara penulis dengan ketua suku Bali, 
ditemukan juga bahwa perilaku masyarakat etnis Bali dalam memilih 
sudah tidak lagi melihat batasan etnis, seperti yang dikatakan : 
“Kalau melihat karna adanya sama-sama suku itu tidak. Malah 
kemarin ada keluarga yang ikut tapi kita tidak pilih.Kami itu 
memilih karna hati nuraniji, tidak melihat etnik penduduk di sini. 
Begituji59 
Begitupun yang dikatakan oleh Pak Made, yaitu : 
“Kami disini itu sama semua, kami tidak membeda-bedakan orang 
bali, orang jawa, ataupun orang bugis. Di Tomoni sini itu dijuluki 
Indonesia mini karna banyak sekali suku yang tinggal di sini dan 
kamipun hidup berdampingan dengan baik”. 
 
Kedua hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa masyarakat 
Tomoni tidak lagi memberikan batasan suku, agama, maupun ras dalam 
kehidupan sosial maupun kehidupan politiknya. Yang berarti, kehidupan 
masyarakat di Kecamatan Tomoni sudah melalui proses multikulturalisme, 
dikarenakan setiap kelompok memiliki kesempatan yang sama untuk 
mengekspresikan diri, hidup berdampingan dan bekerjasama dengan 
kelompok lain. Dari wawancara dengan tim sukses dari Husler-Irwan 
dapat juga ditemukan bahwa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 
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masyarakat maupun calon yang memiliki keberagaman etnis maupun 
agama tidak menangga perbedaan suku menjadi batsan mereka dalam 
bertindak.  
5.2 Politik Identitas dalam Pilkada Luwu Timur tahun 2015 
Politik identitas (Political of Identity) mengacu pada mekanisme 
politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas 
sosial) sebagai sumber dan sarana politik. Kemala mengatakan bahwa 
dalam politik identitas ikatan kesukuan mendapat peranan penting, ia 
menjadi simbol-simbol budaya yang potensial serta menjadi sumber 
kekuatan untuk aksi-aksi politik. Pemahaman ini berimplikasi pada 
kecenderungan untuk: Pertama, ingin mendapat pengakuan dan 
perlakuan yang setara atau dasar hak-hak sebagai manusia baik politik, 
ekonomi maupun sosial-budaya. Kedua, demi menjaga dan melestarikan 
nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan. 
Terakhir, kesetiaan yang kuat terhadap etnistas yang dimilikinya60. Hal 
tersebut diperkuat dengan pernyataaan yang diutarakan oleh salah satu 
informan tokoh etnik Bugis yakni  Anto61 mengatakan: 
“Rata-rata penduduk disini pilih yang itu jadi saya ikut-ikutanmi 
juga pilih itu tapi karna sama sama orang bugis juga iya. Rata-rata 
orang disini begituji.” 
Hasil wawancara dengan informan tersebut mengindikasikan 
bahwa ada semacam pemunculan identitas diri dengan menggunakan 
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simbol-simbol yang mengatasnamakan etnis ataupun kesukuan. Hal ini 
merupakan suatu tanda bahwa terdapat suatu upaya yang dilakukan oleh 
Anto untuk menjelaskan kesamaan identitas dirinya (selfness) dengan 
kelompok masyarakat yang diasumsikan itu bagian dari dirinya. Disini 
terlihat bahwa etnis telah menjadi suatu identitas yang kemudian 
direpresentasikan ke dalam usaha-usaha politik guna menjadikannya 
sebagai komoditas suara. 
Kehidupan masyarakat yang multietnik senantiasa memiliki 
dinamika politik serta memiliki ―tegangan‖ yang lebih tinggi dibandingkan 
pada daerah yang relatif homogen. Hal tersebut dapat dilihat pada 
kontestasi politik di tingkat lokal pada beberapa pilkada provinsi, 
kabupaten dan kota yang selalu menyita perhatian pemerintah, pengamat 
politik maupun pimpinan partai politik karena persaingan yang melibatkan 
simbol-simbol etnisitas baik agama, suku, daerah asal, putra daerah atau 
pendatang.  
Adapun, penulis mengklasifikasikan pemilih dalam dua kategori 
dalam pilkada kabupaten Luwu Timur tahun 2015, yaitu  pemilih primordial 
dan situasional. 
5.2.1 Pemilih primordial 
Salah satu versi dari pendekatan ini ditawarkan oleh Clifford 
Greetz, yang mengemukakan bahwa primordial tidak sepenuhnya 
berdasarkan ―hubungan darah,‖ tetapi ikatan etnis (ethnic ties) dan ikatan 
kelompok (group bonding) adalah proses natural (karena ciri-ciri objektif 
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rasial dan fisik membantu terbentuknya ikatan sosial). Geertz 
menambahkan bahwa primordial dalam konsepsinya lebih mengarahkan 
pada keterikatan yang pasti muncul pada seseorang apabila ia berada 
dalam lingkungan masyarakat yang memiliki persamaan suku, etnis atau 
keagamaan atau persamaan keyakinan-keyakinan tertentu.  
Jenis-jenis primordialisme yaitu primordialisme suku, 
primordialisme agama dan primordialisme kedaerahan. Ikatan 
primordialisme keagamaan dan etnis menjadi salah satu alasan penting 
dari masyarakat dalam menyikapi terhadap elektabilitas pasangan calon. 
Jika seorang calon memiliki latar belakang ikatan primordialisme yang 
sama dengan ikatan primordialisme masyarakat, maka hal tersebut 
menjadi alternatif pilihan masyarakat. Ikatan emosional tersebut menjadi 
pertimbangan penting bagi masyarakat untuk menentukan pilihannya. Hal 
tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu informan etnik 
Toraja mengatakan : 
“Kalau disini rameki dek, rata-rata penduduk disini antusiaski ikut 
pemilu. Kemarin itu saya pilih nomor 1 dek karna kebetulan saya 
juga orang toraja karna begitumi toh kita tau kalau di desa 
hubungan kekerabatan masih kental. Jadi begitumi, kalau saya 
yang dekat sajalah karna ndak mungkin bukan samasamata orang 
toraja yang mau perhatikanki (pak Ego)”62. 
Dari penjelasan informan tersebut, menggambarkan bahwa 
masyarakat Kecamatan Tomoni dalam memilih masih terpengaruh 
berdasarkan etnisitas, dimana masyarakat masih melihat etnisitas calon 
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bupati dan wakil bupati sebagai hal yang berpengaruh. Hal tersebut 
didukung dari pernyatan informan lain yaitu Anto63 mengatakan: 
“Rata-rata penduduk disini pilih yang itu jadi saya ikut-ikutanmi 
juga pilih itu tapi karna sama sama orang bugis juga iya. Rata-rata 
orang disini begituji.” 
Dari dua hasil wawancara diatas, terlihat jelas bahwa beberapa 
masyarakat Kecamatan Tomoni yang angkanya relatif sedikit masih 
melihat etnisitas sebagai faktor yang penting untuk memilih dalam 
Pilkada. 
5.2.2 Pemilih Situasional 
 Perspektif situasional (juga dikenal sebagai pendekatan 
konstruksionis atau instrumentalis) mengemukakan bahwa identitas etnis 
dikonstruksi secara sosial. 
Pendekatan instrumentalis lebih sinis daripada konsep sederhana 
bahwa identitas adalah konstruksi sosial. Instrumentalis memandang 
terciptanya identitas adalah sebagai produk manipulasi simbol-simbol  
kebudayaan dan kekerabatan oleh para pelaku politik untuk mendapatkan 
keuntungan politik. Pendekatan ini memandang etnisitas sebagai hasil 
dari strategi politik, biasanya untuk mencapai tujuan yang lain, seperti 
kekuasaan politik, akses ke sumber daya, dan meningkatkan status dan 
kekayaan64. 
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Bayu Darmawan65 mengatakan: 
“Oh ndak di sini, kalau dipikir kan pak aji itu bukan orang jawa tapi 
dia mampu mengambil hati kami disini orang jawa. Dia langsung 
turun ke lapangan dengan cara pendekatan-pendekatan 
persuasif, datang di pesta-pesta. sedangkan masyarakat di desa 
kan istilahnya masyarakat awam. Istilahnya sumber daya 
masyarakatnya kurang, jadi mereka mencerna politk hanya 
dengan hal-hal seperti itu dengan didekati.Kalau berbicara 
ideologi orang-orang di desa itu tidak nyambung.Jadi dengan 
pendekatan begitu bisa mendapat basis suara disini.Hampir 90% 
pak Husler memperoleh suara disini. Adapun calon lain itu kayak 
haji Nur dan pak badar itu jarang di kenal disini. Kan di samping 
butuh finansial seorang pejabat politik itu butuh popularitas. Kayak 
macam-macam artis kemarin kan naik karna popularitasnya 
tinggi. Kan berkesan di hatinya kayak Pasha Ungu,Lolosmi .Soal 
kesukuan, etnis, agama itu jarang disini. Wong disini aman 
tentram, ndak sama kayak di daerah yang lain toh. disini aman.” 
Hasil wawancara tersebut, menggambarkan bahwa ada indikasi 
pasangan calon Husler-Irwan mencoba untuk mempengaruhi pemilih 
dengan cara memanipulasi simbol-simbol kebudayaan dan kekerabatan 
yang digunakan sebagai strategi politik pasangan tersebut untuk meraih 
basis suara dalam Pilkada Luwu Timur tahun 2015.  
Dalam konteks politik, hal ini menjadi menarik karena citra diri 
menjadi sangat penting dalam mencapai sukses baik dalam upaya 
mempengaruhi publik maupun dalam melaksanakan peran peran politik. 
Situasi multietnik dan adanya beragam identitas yang dimiliki 
memungkinkan terjadinya perubahan-perubahan dalam identitas 
keetnikan seseorang. Pada saat hampir semua kandidat menyampaikan  
rancangan program kerja, maka kandidat membutuhkan ―image‖ untuk 
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membedakan satu dirinya  dengan kandidat lainnya. Slamet 66 
mengatakan: 
“Iya saya ikut pilkada.Yaa begini kalau ditanya masalah itu kan 
disini bupati Luwu Timur yang 2 periode, di samping saya punya 
hubungan keluarga antara saya dengan pak Husler. Kinerja 
Husler itu berpihak dengan masyarakat dan dia tidak muluk-muluk 
dengan apapun.Selama dia jadi wakil dia terjun langsung dengan 
masyarakat, yaa itu menurut saya pribadi. Tapi menurut saya itu 
di tiap tiap desa itu nama Husler terkesan bermasyarakat dan 
saya juga ikut menilai dalam hal ini karna saya menjadi wakil 
kepala desa Mulya Asri selama 10 tahun.” 
 
Hasil wawancara diatas dapat dikatakan bahwa Husler memainkan 
peran penting dalam meraih suara dengan memanfaatkan figurnya yang 
terkenal. Beragamnya etnik di Kecamatan Tomoni mampu dimanfaatkan 
oleh Husler dengan mencitrakan dirinya sebagai orang yang dekat dengan 
masyarakat, yang berarti Husler mampu menjadi kandidat yang dipilih 
dalam Pilkada. Kandidat harus dapat meyakinkan kepada publik (calon 
pemilih) bahwa dirinya adalah pilihan yang paling tepat.  
Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa 
masyarakat cenderung memilih kandidat yang dekat dengan masyarakat. 
Situasional yang dibangun antara kandidat dengan masyarakat akan 
membangun kepercayaan politik di masyarakat. Hal tersebut didukung 
oleh pernyataan Yohana67 mengatakan: 
“Hasil kerjanya kemarinlah kita lihat, baikki, baguski. Kalau mau 
lihat dari suku kan juga ribet karna disini masih campur sukunya. 
Tapi saya kemarin pilih karna dari hasil kerjanyaji saya liat.” 
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Hal tersebut dikuatkan dengan pernyataan Kepala Suku Sasak 
mengatakan: 
“Kalau saya memilih kemarin itu karna lihat hasil kerjanya dan 
kebaikannya. Kalau faktor keluarga sudah tidak mungkin.Baiknya 
setiap ada acara selalu dating, dekat juga dengan pesantren di 
dalam (pesantren husanah) dia juga sangat sering dating di 
pesantren setiap ada acara.Pokonya dia sangat dekat dengan 
masyarakat, terkenal di masyarakat, baik dia ketemu masyarakat, 
tidak pandang miskin dan kaya.”68 
Bapak, Fian69 selaku etnik pamona juga menguatkan pernyataan 
diatas, yaitu : 
“Kalau kita memilih lantaran sama suku atau agama itu tidak 
terjadi di sini. Apakah ada hubungan keluarga ?itu tidak, tetapi 
karna memang suara hati. Selama ini juga kita liat dia punya 
pekerjaan itu baik, masyarakat puaslah dengan hasil 
kerjanya.Jadi disini itu hubungan etnik tidak berpengaruh karna 
kami masyarakat disini tidaklah memilih karna adanya 
persamaan.Yang jelas kita memilih itu yang dasarnya semua 
orang liat yang baik dan yang begitukan kita rasakan, kita liat, 
seperti itu.Jadi itu alasannya.Seperti yang dibilang tadi pada 
umumnya artinya kita tidak melihat karna adanya kesamaan etnik 
atau suku.Kita hanya melihat yang baiknya.” 
Berdasarkan pernyataan dari hasil wawancara, penulis menemukan 
bahwa rata-rata pemilih menentukan pilihannya dengan melihat hasil kerja 
dari pasangan calon. Kemampuan dan kapabilitas pasangan calonlah 
yang menjadi tolak ukur masyakarat dalam memilih. 
Menurut Barth teori situasional memandang bahwa kelompok etnis 
adalah entitas yang dibangun atas dasar kesamaan para warganya, bagi 
mereka yang lebih penting bukan wujud kesamaan itu sendiri melainkan 
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perihal penentuan dan pemeliharaan batas-batas etnis yang diyakini 
bersifat selektif dan merupakan jawaban atas kondisi sosial historis 
tertentu70. Hal yang dikemukan oleh Barth penulis temukan di lapangan 
dari hasil wawancara dengan Suku Sunda mengatakan: 
“Kalau melihat persoalan keluarga pasti tidak, tapi saya melihat 
kebaikannya, janji-janjinya waktu pilkada yang pendidikan sampai 
sarjana, kebetulan ada anak, siapa tau bisa. Jadi initinya ini dia 
dekat dengan masyarakat.”71 
Fenomena kecenderungan perilaku pemilih yang lebih berorientasi 
pada pesona figur ini mengindikasikan bahwa modal utama adalah 
bangunan relasi dan kepercayaan (trust) yang dimiliki oleh calon dengan 
masyakarat. 
Barth mengatakan konsep etnik situasional mengungkapkan bahwa 
setiap individu akan melakukan proses komunikasi, melalui pertukaran 
simbol, pembentukan makna, setting bertujuan dalam keseharian mereka 
sesuai situasi, kondisi dan tujuan yang ingin dicapai. Keadaan di 
Kecamatan Tomoni sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Barth, 
dimana tim kampanye Husler-Irwan membangun komunikasi kepada 
masyarakat dengan mengangkat isu pendidikan gratis sampai dengan S1 
dan pembagian kartu kesehatan gratis di daerah terpencil pada masa 
kampanye, hal tersebut menggambarkan bahwa adanya proses 
komunikasi melalui pertukaran simbol yang dilakukan oleh tim kampanye 
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Husler-Irwan. Hal tersebut dibenarakan melalui pernyatan Jaya 72 
mengatakan: 
“kalau pola kampaye sama semua dek : orasi di lapangan, 
menyampaikan visi misi, biasanya juga masyarakat tertarik 
dengan visi misi itu karna kemarin kandidat kami itu adalah 
pendidikan gratis sampai sarjana (kuliah) dan masalah kesehatan, 
persoalah BPJS.Jadi dalam kampanye kemarin soal etnik tidak 
ada perbedaan di kandidat saya, semua sama rata.Makanya 
masyarakat bersimpati, kan disini memang banyak suku, 
Indonesia mini istilahnya. Kecamatan tomoni terutama toh, kita 
menang kandidat kami ini tidak memilih suku etnis atau agama 
makanya memang mereka di sukai oleh rakyat, dia juga 
sebelumnya jadi wakil. " 
 
Pernyatan diatas diperkuat lagi dengan pernyataan Slamet 73 
mengatakan: 
“Artinya dalam berkecimpung dengan masyarakat dia itu tidak 
memihak, betul-betul dia nasionalisme. Tidak melihat darimana, 
apa kamu. Itu tidak ada. Kemudian dia apabila mendapat 
pernyataan atau usulan oleh masyarakat dia tidak langsung 
menjawab saya sanggup tetapi dia bilang Insya Allah saya akan 
menyanggupi usulan bapak apabila saya bisa, akan saya 
usahakan. Dia tidak menekankan diri untuk bisa mendapat 
simpati dari masyarakat, semua usulan masyarakat dia terima 
tetapi tidak langsung dia sanggupi.”74 
Kedua pernyataan diatas menggambarkan bahwa komunikasi yang 
digunakan oleh Husler-Irwan merupakan pembentukan makna yang coba 
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6. 1 Kesimpulan 
Etnik dikatakan sebagai salah satu unsur penting dalam politik, di 
mana sentimen etnik dapat dijadikan sebagai sebuah retorika politik bagi 
pasangan calon dalam mendulang suaranya pada Pemilihan Kepala 
Daerah. Masyarakat Kecamatan Tomoni yang multietnik dengan 
mengurangi batas-batas antara etnik satu dengan lainnya menjadikan 
kemudahan bagi masyarakat Tomoni itu sendiri. Etnis dapat menjadi 
sebuah dukungan moral dalam penentuan pilihan politik. Identitas sosial 
menentukan posisi subyek di dalam relasi atau interaksi sosialnya, 
sedangkan identitas politik menentukan posisi subyek di dalam suatu 
komunitas melalui suatu rasa kepemilikan dan sekaligus menandai posisi 
subyek yang lain di dalam suatu pembedaan. 
Hasil penilitian yang telah dilakukan di Kecamatan Tomoni, 
Kabupaten Luwu Timur ditemukan bahwa, hubungan etnisitas terhadap 
pilihan politik masyarakat pada pilkada Luwu Timur tahun 2015 cenderung 
tidak berpengaruh, dikarenakan baik calon bupati-wakil bupati maupun 
masyarakatnya tidak mengangkat sebuah isu kesukuan maupun agama 
sebagai objek penting dalam masa kampanye pada pemilihan Kepala 
Daerah Luwu Timur 2015. Hal tersebut tergambarkan dari hasil berbagai 
wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa informan dan 
berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis. Dimana, sentimen 
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etnis pemilih relatif kecil, pemilih bisa menerima kehadiran Kepala Daerah 
yang berbeda dengan etnis di luar dirinya. Masyarakat menentukan 
pilihannya lebih kepada sosok figur yang memiliki kapasitas dan 
kapabiltas. Peranan etnis hanyalah salah satu faktor saja dari sekian 
faktor yang menentukan kemenagan kandidat di Luwu Timur. Faktor lain 
yang tidak menjadi tujuan penelitian (seperti program, kompetensi 
kandidat, kepribadian, dsb) bisa saja memberikan dampak yang jauh lebih 
besar dibandingkan sekedar persamaan etnis dengan mayoritas pemilih. 
 Berbagai Etnik di Kabupaten Luwu Timur telah melalui proses 
multikulturalisme, dikarenakan setiap kelompok mempunyai kesempatan 
yang sama untuk mengekspresikan diri, hidup berdampingan, dan 
bekerjasama dengan kelompok lain. Masyarakat lebih cenderung melihat 
hasil kinerja calon kepala daerah dibandingkan melihat etnis yang 
dibawah sang calon Bupati dan Wakil Bupati tersebut. 
6. 2  Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti dapat 
memberikan saran : 
1. Dalam konteks daerah yang melaksanakan pemilihan kepala 
daerah, dimana daerah tersebut terdiri dari multi etnik maka 
pemerintah mempunyai peran besar untuk menjaga stabilitas 
keamanan agar tidak terjadi konflik fisik di masyarakat. 
2. Penulis mengharapkan kepada setiap kandidat yang berpartisipasi 
dalam pemilihan kepala daerah dapat menciptakan persaingan 
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yang sehat antar kandidat dan mengelola isu-isu secara etis dalam 
menjalankan pesta demokrasi. Pengelolaan secara etis diperlukan, 
sebab dari beberapa riset yang berkembang menunjukkan bahwa 
ada kecendrungan dimana kalangan elit politik menggunakan 
sentiment etnis dalam meningkatkan dukungan politiknya. 
Penggunaan sentiment etnis secara umum membahayakan bagi 
perkembangan budaya politik dan demokrasi. Namun pengelolaan 
isu-isu secara etis dalam arena demokrasi dapat saja dilakukan 
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